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ABSTRAK 
Nama : Rini indasari 
Nim  : 10700113001 
Judul Skripsi  : Analisis Konsistensi Program Pengentasan Kemiskinan Di 
Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 
Bulukumba. 
 
Skripsi ini berjudul “Analisis Konsistensi Program Pengentasan Kemiskinan 
Di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui program (KUBE, PANSIMAS, BUNDES, PNPM, dan 
P2KP) yang berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di desa Manyampa 
kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
kuantitatif, dengan metode analisis AHP (Analytic Hierarchy Process). Teknik 
pengumpulan datanya diperoleh dari kuesioner atau sumber data primer sedangkan 
data sekunder diperoleh dari laporan BPS Sulawesi Selatan, BPS Bulukumba, Kantor 
Kecamatan dan instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Bulukumba. Responden 
yang digunakan peneliti sebanyak 98 orang. Analisis data yang digunakan untuk 
mengetahui program apa yang dapat menurunkan angka kemiskinan di desa 
Manyampa yaitu dengan bantuan expert choice dengan uji konsistensi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya pengentasan 
kemiskinan, program P2KP yang tinggi tingkat prioritasnya dari program berbasis 
pemberdayaan usaha kecil, sedangkan dari program yang berbasis pemberdayaan 
masyarkat, program PANSIMAS lebih konsisten dari program lainnya dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di desa Manyampa, dari uji konsistensi program P2KP dan 
program PANSIMAS masing-masing mendapatkan nilai 0,02<0,1. Artikan bahwa 
Inconsistency ratio <0,1 (batas maksimumnya) dalam artian analisis tersebut teruji 
konsisten.   
 
 
Kata Kunci : Pengentasan Kemiskinan Dan Konsistensi.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Jumlah penduduk miskin di kabupaten Bulukumba masih tergolong banyak 
tepatnya pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin mencapai 31.500 ribu orang dan 
kemudian justru meningkat menjadi 33.120 ribu orang tepatnya di tahun 2016. Hal ini 
menandai bahwa program pengentasan kemiskinan belum berjalan secara konsisten, 
hal itu nampak bahwa banyaknya program-program pengentasan kemiskinan (KUBE, 
PANSIMAS, BUNDES, PNPM, dan P2KP) yang masuk di Kabupaten Bulukumba, 
baik di tingkat perkotaan bahkan hingga tingkat pedesaan.  
Jumlah penduduk miskin justru semakin meningkat dari tahun ketahun, 
kondisi ini cukup merisaukan sehingga penting untuk diatasi oleh pemerintah. 
Pemerintah berupaya untuk mengurangi penduduk miskin, Dengan memberikan 
berbagai program-program yang ada, baik dari program yang berbasis pemberdayaan 
masyarakat, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan usaha kecil. 
 Pemerintah memberikan program-program pengentasan kemiskinan agar 
dapat menggurangi tingkat kemiskinan di perkotaan maupun di tingkat pedesaan, hal 
ini dapat di lihat bahwa dengan adanya berbagai program yang di berikan oleh 
pemerintah tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan, baik di perkotaan maupun 
di tingkat pedesaan. Khususnya di kabupaten Bulukumba kecamatan Ujung Loe desa 
Manyampa. 
1 
2 
 
Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Dan Jumlah Penduduk Miskin  
Di Kabupaten Bulukumba 
 
No Tahun 
Jumlah Penduduk 
Kabupaten 
Bulukumba 
Jumlah Penduduk 
Miskin Di Kabupaten 
Bulukumba 
1 2007 265.842 16.200 
2 2008 283.651 18.200 
3 2009 389.548 16.950 
4 2010 385.532 19.900 
5 2011 399.000 20.780 
6 2012 401.897 31.500 
7 2013 404.896 36.700 
8 2014 407.775 34.500 
9 2015 410.485 34.252 
10 2016 415.213 33.120 
     Sumber: Bulukumba dalam angka, tahun 2016 
Berdasarka pada Tabel 1.1 jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin   di 
Kabupaten Bulukumba dari tahun ketahun semakin bertambah setiap tahunnya, dari 
tahun 2007 jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba sebanyak 265.842  jiwa dan 
jumlah penduduk miskinnya sebanyak 16.200 dari tahun 2007. Di bandingkan dengan 
tahun 2008 jumlah penduduknya sebanyak 283.651 jiwa dan jumlah penduduk 
miskinya di tahun 2008 sebanyak 18.200 dapat di lihat perbedaan jumlah penduduk  
dan jumlah penduduk miskinnya, dari tahu 2007-2008 jumlah penduduknya semakin 
bertambah dan jumlah penduduk miskinnya semakin bertambah, di karenakan jumlah 
penduduk bertambah dari tahun 2007-2008, demikin pula jumlah penduduk dari 
tahun 2009-2013 semakin bertambah begitupun jumlah penduduk miskinnya dalam 
setiap tahunnya bertambah atau semakin meningkat. Di bandingkan dari tahun 2014-
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2016 jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba semakin meningkat dari tahun 
ketahun, tetapi jumlah penduduk miskinnya menurun di bandingkan tahun 2013 
sebanyak 36.700 menjadi 33,120 pada tahun 2016 dapat di lihat jumlah penduduk 
miskin di Kabupaten Bulukumba menurun dari  tiga tahun sebelumnya. 
Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin bertempat di 
wilayah pedesaan, namun pembangunan pedesaan sabagai bagian dari pembangunan 
nasional. Pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan sebagai acuan dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan di pedesaan ini menjadi masalah 
utama dalam proses pelaksanan pembangunan khususnya di daerah pedesaan, karena 
sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan, dan salah satu penyebab 
kemiskinan yang di alami oleh warga pedesaan sangat banyak. Selain itu kebijakan 
pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di daerah 
perkotaan di bandingkan dengan daerah pedesaan, merupakan salah satu penyebab 
daerah pedesaan semakin tertinggal dan kemiskinan semakin bertambah di daerah 
pedesaan. 
Penduduk miskin yang berada di pedesaan dan perkotaan, umumnya 
berpropesi sebagai buru tani, pedagang kecil, buruh, pedagang kaki lima, pemulung, 
gelandangan dan pengemis, dan penggangguran. Masyarakat miskin akan 
menimbulkan yang namanya dilema bagi masyarakat miskin di karnakan keinginan  
masyarakat tidak akan terpenuhui sebagai mana mungkin, hal ini dapat menimbulkan  
yang namanya kemiskinan kultural dan struktural, bila di tangani secara serius, 
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terutama untuk generasi berikutnya. Pada umumnya, penduduk yang tergolong 
miskin adalah “golongan residual”, yakni kelompok masyarakat yang belum 
tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasi secara khusus. 
Golongan ini termasuk golongan yang sulit disentuh, karena kualitas sumber daya 
yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor 
produksi, Mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, 
termasuk memanfaatkan pemberian bantuan bagi kebutuhan masyarakat. Untuk itu 
pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan dengan cara memperbanyak 
program-program pengentasan kemiskinan, anggaran kemiskinan dari waktu kewaktu 
meningkat, namun justru penurunan jumlah penduduk miskin berjalan melambat. Hal 
ini terjadi hingga tingkat pedesaan, termasuk di desa Manyampa. 
Tabel 1.2 
Jumlah Penduduk Miskin Di Desa Manyampa 
 
No Tahun 
Jumlah 
KK 
Jumlah 
Penduduk 
Jumlah 
Penduduk 
Miskin KK 
Jumlah 
Pemduduk 
Miskin 
1 2007 185 2.243 115 563 
2 2008 197 2.230 178 521 
3 2009 178 2.397 112 475 
4 2010 278 2.358 165 471 
5 2011 342 2.624 263 482 
6 2012 542 3.054 216 368 
7 2013 652 3.565 253 324 
8 2014 812 3.734 155 205 
9 2015 1.327 3.854 134 201 
10 2016 1.673 3.886 126 200 
Jumlah 6.186 30.845 1.717 3.810 
Sumber: BPS Bulukumba 
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Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah penduduk miskin di Desa Manyampa dapat di 
lihat bahwa dari tahun ke tahun semakin berkurang, jumlah penduduk miskin di tahun 
2007-2013 sangat banyak, hal ini dapat merisaukan pemerintah, di bandingkan 
dengan tahun 2014-2016 jumlah penduduk miskinnya menurun dari tahun ke tahun 
mungkin dikarnakan sudah banyak program-program yang sudah berjalan di Desa 
Manyampa, sehingga penduduk miskinnya menurun dari setiap tahunnya di 
bandingkan dari tahun sebelumnya.   
Pengentasan kemiskinan adalah masalah pokok dalam pembanguan dan 
kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi kunci pemecahannya. Permasalahan utama 
dalam upaya pengentasan kemiskinan saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa 
pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara meluas. Adapun program-program yang 
sudah berjalan di desa maupun di perkotan dan sudah banyak pula di laksanakan, hal 
ini pengentasan kemiskinan salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat, 
dan dengan mudah mengurangi tingkat kemiskinan. 
Upaya pengentasan kemiskinan sebagai salah satu kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah. Namun pemerintah memiliki berbagai program pengentasan 
kemiskinan mulai dari program pengentasan kemiskinan dalam bantuan sosial, 
program pengentasan kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat serta 
program pengentasan kemiskinan yang berbasisi pemberdayaan usaha kecil, dengan 
demikian pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan adanya program 
yang ada, dan dapat  di jalankan oleh pemerintah  baik pusat maupun daerah. 
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Tabel 1.3 
Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Manyampa 
 
Tahun Nama Program 
Sasaran 
Jenis Bantuan 
L P 
2012 KUBE 289 11 
Alat Bengkel, Hewan Ternak, 
Alat Las, Alat Mebel 
2013 PANSIMAS 147 
 
Air Bersih 
2014 PNPM 
 
235 Modal Usaha 
2015 P2KP 
 
4272 Modal Usaha 
2016 BUNDES 577 
 
Bibit Untuk Para Petani 
Sumber: Kantor desa (Desa Mayampa) 
Berdasarkan pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa tabel diatas menunjukkan 
bahwa program-program di Desa Manyampa dapat di ukur bahwa program-program 
tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Manyampa. Namun penduduk 
miskin menurun secara melambat hal ini menjadi sebuah permasalaha, sebab 
anggaran pengentasan kemiskinan dari waktu kewaktu sangat banyak namun justru 
penduduk miskin berjalan melambat. Hal ini terjadi hingga tingkat pedesaan 
termasuk di Desa Manyampa.  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas Program Pengentasan 
Kemiskinan  di Desa Manyampa Kecamatan UjungLoe Kabupaten Bulukumba” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penelitian 
mengajukan permasalahan yaitu :  
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“Apakah program-program pengantasan kemiskinan (KUBE, PANSIMAS, PNPM, 
BUNDES, dan P2KP) berjalan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di 
Kabupaten Bulukumba Kecematan Ujung Loe Desa Manyampa”? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
fenomena yang terjadi terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang 
dilaksanakan di Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. 
D. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah operasionalisasi konsep agar dapat diteliti atau 
diukur melalui gejala-gejala yang ada.  
1. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pangan, tempat berlindung, 
pendidikan, dan kesehatan. 
2. Prgram-program pengentasan kemiskinana adalah dimana pengentasan 
tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dengan adanya beberapa 
program-program di Desa Manyampa. Berikut program-program pengentasan 
kemiskinan 
a. Kelompok program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 
yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 
dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam 
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pembangunan yang di dasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam 
hal ini pengentasan kemiskinan dapat di lakukan dengan program-program: 
1. Program PANSIMAS (Pelayanan Air Minum Dan Sanitas Bagi Masyarakat 
Miskin) dalam hal ini membangun lingkungan yang sehat bagi masyarakat 
Desa Manyampa, terutama bantuan air bersih. 
2. Program BUNDES (Badan Unik Desa) pemberian bibit kepada para petani 
dalam hal ini mempermudah para petani dan memperlancar untuk 
memperluas pendapatannya khususnya di bidan pertanian. 
3. Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) pemberian hewan ternak bagi 
masyrakat miskin agar dapat mempermudah dan kedepannya akan lebih baik 
karna dengan adanya bantuan ini 
b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan pemberdayaan usaha ekonomi 
kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan 
penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala keci. 
1. Dalam kasus ini pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan program-
program. Program PNPM dan P2KP melalui program dana bergulir yang 
ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah. 
2. Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bantuan peralatan untuk industri 
kecil bertujuan untuk membantu dan menyediakan atau mempasilitasi mesin 
dan peralatan produksi guna membantu pendapatan taraf ekonomi masyarakt 
dalam hal ini khususnya usaha mebel dan usaha bengkel industri kecil. 
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E. Manfaat Penelitian 
Tercapainya tujuan dan sasaran penelitian diharap dapat memberikan manfaat 
dalam bidang akademis maupun dalam bidang pemerintahan dalam pelaksanaan 
program-program pengentasan kemiskinan. Dalam bidang akademis diharapkan hasil 
penelitian ini dapat menambah pengetahuan terhadap program-program pengentasan 
kemiskinan yang dijalankan pemerintah, sedangkan dalam bidang pemerintahan hasil 
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu masukan dalam melakukan 
evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori Kemiskinan 
Menurut BPS 2017, tentang kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidak 
mampuan seseoranng atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok 
minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Dan 
menurut BPS 2010, kemiskinan dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita 
perbulan yang selalu konstan secara rill.  
Kemiskinan menurut (BPS. 2017) dipandang sebagai ketidak mampuan dari 
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur 
dari sisi pengeluaran). Selain itu menurut (Badan Pusat Statistik. 2017) kemiskinan 
dapat dikelompokkan dalam empat terminology, yaitu kemiskinan obsout, 
kemiskinan relative, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan 
obsolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan seseoranng atau sekelompok orang 
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, 
perumahan dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimunya di terjemahkan sebagai 
ukuran finansial dalam bentuk uang dan minimum kebutuhan dasar yang dikenal 
sebagai istilah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang pendapatannya 
dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.  
Sebagai mana yang terdapat pada QS. Al-Mulk/67:15 
                                    
10 
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Terjemahnya : 
15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu 
(kembali setelah) dibangkitkan. 
 
Allah dalam surah ini menerangkan bahwa mencari nafka dengan bekerja 
keras merupakan senjata utama untuk mengentasi kemiskinan. Ia adalah sarana pokok 
untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan 
dunia. Islam memberikan motifasi yang mendorong gairah kerja dan berusaha, secara 
menggugah kesadaran untuk bepergian di atas permukaan bumi ini.    
Indonesia melalui (BPS, 2010) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar 
(basic needs) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (Head 
Count Index), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah 
garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 
pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan 
ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat 
mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam 
mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. 
Adapun ayat yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu QS. Al-Maun, 107:1-3 
                             
         
Terjemahan : 
1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 
3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 
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Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa dikategorikan sebagai orang 
yang mendustakan agama dalam hal ini di golongkan kepada dua tipe manusia yaitu 
orang yang menghina yang kaum lemah dan bersikap sombong terhadap mereka, dan 
orang yang bakil karena ke kayaannya tidak memberikan hartanya ke pada orang 
miskin dan membutuhkan.  
Menurut World Bank (2016), defenisi dari kemiskinan adalah kehilangan 
kesejahteraan (deprivation of well being). Sedangkan inti permasalahan pada 
kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. 
Teori ekonomi mengatakan bahwa, semakin banyak barang yang di konsumsi 
berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahtraan seseorang. Tingkat kesejahtraan 
dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses sumber daya yang tersedia 
(barang yang di konsumsi). Kemampuan akses sumber daya yang tersedia ini dapat 
diukur melalui jumlah pendapatan ataupun pengeluaran seseorang.  
Kemiskinan menurut (BPS Bulukumba 2017) di lihat dari segi pendapatan 
seseorang di mana pendapatan seseorang di bawa dari 126,000 per bulan maka dapat 
dikatakan keluarga miskin, menurut World Bank kemiskinanpun dapat dilihat dari 
segi pendapatan seseorang, dikatakan miskin jika pendapatannya rendah, menurut 
(BPS 2017) dan menurut (World bank) sama berpandangan bahwa kemiskinan dapat 
di lihat dari pendapatan seseorang, dapat di artikan bahwa pandangan tersebut dapat 
di lihat dari sisi ekonominya jika pendapatan menurun maka produktifitasnya juka 
akan menurun. 
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Menurut (Ragner Nurkse 2016), (Amartya Sen 1981), dan menurut 
(Muhammad Yunus 2007) berbeda pandangan dengan World Bank dan (BPS 2017) 
menurut beberapa teori di atas berpendapat bahwa kemiskinan dilihat dari 
pendidikan, kesehatan, dan akses jika di lihat dari pendidikan seseorang, maka jika 
pendidikan seseorang rendah maka seseorang tidak akan mudah mendapatkan 
pekerjaan maka akan mengakibatkan kemiskinan, namun jika di lihat dari segi 
kesehatan seseorang, apa bila seseorang mengalami kesakita, maka seseorang tidak 
akan bisa bekerja hal ini dapat menyebabkan kemiskinan, jika di lihat dari akses 
seseorang, di mana akses tersebut di lihat dari akses tempat tinggalnya seseorang 
kurang atau tidak layak dapat menyebabkan kemiskinan. Dapat di artikan bahwa 
menurut teori di atas mereka melihat kemiskinan dari segi non-ekonominya. 
Teori atau pendapat di atas meskipun berbeda namun dapat di artikan bahwa 
pendapat dan teori di atas dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan meskipun berbeda 
pandagan ada yang melihat dari segi ekonomi maupun dari segi non-ekonomi, 
pandangan di atas dapat di simpulkan bahwa ketika produktipitas rendah maka 
kemampuan produktipitasnya semakin rendah, sehingga mereka bisa menjadi 
keluarga miskin. 
Menurut (Sumodiningrat 1999:45) dan menurut (Supriatna 1997:90) berbeda 
dengan teori yang di atas mereka melihat kemiskinan dari segi ekonomi dan segi non-
ekonomi, dimana jika di lihat dari segi ekonominya di lihat dari segi pendapatan 
seseorang, namun jika di lihat dari segi non-ekonominya dapat dilihat dari 
kesehatan,pendidikan, dan akses seseorang.  
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Penyebab kemiskinan Menurut (Ragner Nurkse 2016) mengungkapkan bahwa 
adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar,dan kurangnya modal menjadi 
penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang terima juga rendah. 
Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. 
Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan. Nurkse 
menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran (suppley) dan 
permintaan (demand). Segi penawaran menjelaskan bahwa tingkat pendapatan 
masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas juga akan rendah. 
Menurut (Amartya Sen 1981) kemiskinan dapat ditanggulangi apabila hak-
hak dasar dari kaum miskin ditegakkan. Kemiskinan di Indonesia jika dikaitkan 
dengan pemikiran Sen,disebabkan karena pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak 
dasar masyarakat. Pendidikan adalah hak seharusnya di miliki oleh masyarakat, agar 
dapat menunjang kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga 
menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam 
mencari penghidupan yang layak.  
Penyebab kemiskinan dalam hal ini disebabkan karna akibat ketiadaan akses 
yang dapat menunjang pemenuhan kehidupan manusia. Selain itu, distribusi akses 
sumber daya ekonomi yang tidak merata menyebabkan rakyat miskin tidak dapat 
mengembangkan usaha produktifnya. Jika di lihat dari segi politik, rakyat miskin 
sangat sulit mengakses dan terlibat berbagai kebijakan publik, maka kebijakan 
tersebut tidak menguntungkan rakyat miskin. 
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Menurut Sen, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidak berdayaan, 
maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Dalam hal ini, kemiskinan 
diakibatkan keterbatasan akses. Jika manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk 
mengembangkan hidupnya, akibatnya manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa 
dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Dengan demikian, 
potensi manusia mengambangkan hidup menjadi terhambat dan kontribusinya pada 
kesejahtraan bersama menjadi lebih kecil. Aksesibilitas yang di maksud sen adalah 
terfasilitasnya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial 
(pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparasi, serta adanya jarring pengaman 
sosial.(Amartya.1981) 
Meenurut (Muhammad Yunus 2007) kemiskinan tidak di ciptakan oleh orang 
miskin, tetapi di ciptakan oleh sisitem. Adanya kemiskinana karena cacat 
fundamental dalam teori kapitalisme yang menenjolkan individualisme, mengabaikan 
aspek multidimensional manusia sebagai mahluk sosial. Dunia bisa terbebas dari 
kemiskinan jika system yang ada di rombak. Bisnis sosial adalah solusi untuk 
menghapuskan kemiskinan dari muka bumi. 
Menurut (Sumodiningrat 1999:45) masalah kemiskinan pada dasarnya bukan 
saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional 
yang dalam kenyataannyajuga berurusan dengan perssoalan-persoalan non-ekonomi ( 
budaya, dan politik). Karna sifat multidimensional tersebut, maka kemiskinan tidak 
hanya berurusan dengan kesejahtraan materi, tetapi berurusan dengan kesejahtraan 
sosial.     
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Menurut (Supriatna 1997:90) kemiskinan merupakan kondisi yang serba 
terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk di 
katakana miskin bila di tandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktifitas kerja, 
pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahtraan hidupnya, yang menunjukkan 
lingkaran ketidak berdayaan. 
Menurut  (Ragner Nurkse 2016, Amartya Sen 1981, Muhammad Yunus 2007)     
kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak 
orang yang bersangkutan. Penduduk di katakana miskin jika di lihat dari tingkat 
pendidikannya, dimana jika tingkat pendidikannya rendah maka mereka tidak akan 
mudah mendapatkan pekerjaan, dan luas lapangan kerjanya terbatas di sebabkan 
karna pendidikannya rendah maka jika pendidikan rendah akan mengakibatkan 
kemiskinan.   
Menurut (Ragner Nurkse 2016, Amartya Sen 1981, Muhammad Yunus 2007)    
kesehatan juga dapat memicu terhadap tingkat kemiskinan, dimana jika kesehatan dan 
gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya piker, dan prakarsa. Maka 
seseorang tidak akan bisa bekerja, kesehatannya tidak stabil maka mereka tidak akan 
kerja hal ini dapat menyebabkan mereka akan miskin. 
Memurut (Ragner Nurkse 2016, Amartya Sen 1981, Muhammad Yunus 2007) 
kemiskinan juga bisa terjadi jika kurangnya akses pendidikan, kesehatan, dan tempat 
tinggal, jika askes tidak ada dikalangan masyarakat maka masyarakat tersebut akan 
mengalami kemiskinan karna kurangnya akses yang ada sehingga masyarakat akan 
susah. 
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Sesuai dengan teori diatas pemerintah mengeluarkan program-program baik 
dari segi ekonomi maupun non-ekonomi untuk pengentasan kemiskinan terkait 
dengan, beberapa program yang di keluarkan oleh pemerintah yaitu program KUBE 
(kelompok usaha bersama), PANSIMAS (penyediaan air minum sinitas bagi 
masyarakat miskin), PNPM (program nasional pelayanan masyarakat), P2KP 
(program penanggulangan kemiskinan perkotaan/pedesaan), BUNDES (badan unik 
desa) program ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga pemerinta 
memberikan program ini dapat dilihat dari beberapa indikator terhadap bantuan 
masyarakat miskin baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi. 
1. Progam KUBE dilihat dari beberapa indikator, kube dapat memberikan 
bantuan masyarakat miskin baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi. 
2. Program PANSIMAS berbeda dengan program KUBE, karna program ini  
untuk masyarakat miskin yang membutuhkan air bersih hal ini dapat ditinjau 
dari segi non-ekonomi. 
3. Program PNPM jika di lihat dari program ini pemerintah mengeluarkan 
batuan dilihat dari segi ekonomi dan non-ekonomi. 
4. Program P2KP sama dengan program KUBE, PNPM program ini jika dilihat 
dari indikator program ini, memberikan bantuan dari segi ekonomi dan non-
ekonomi. 
5. Program BUNDES jika di lihat dari indikatornya dapat di artikan bahwa 
program ini mengacu dari segi non–ekonomi dan ekonomi masyarakat miskin.  
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B. Jenis program 
1. Pengertian Kelompok Usaha Bersama 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang 
tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu 
wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsasendiri, saling 
berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu 
dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya,meningkatkan relasi 
sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial 
yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Depsos RI, 
2005). 
2. Tujuan program (KUBE) secara umum  
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menurut Kementerian RI(2016: 115) 
“merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya, aktifitas 
sosial ekonomi keluarga masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
sosial mereka. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam 
memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan.”  
Menurut BBPPKS Yogyakarta (2013: 307) kelompok Usaha Bersama 
(KUBE), yaitu “Salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan 
dilaksanakan Kementerian Sosial khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan 
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk memberdayakan 
kelompok. 
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3. Indikator Program  (KUBE) 
Menurut kementerian Sosial RI (2016: 120) menyatakan indikator 
keberhasilan KUBE adalah:  
a) Meningkatnya taraf pendapatan keluarga miskin. 
b) Meningkatnya kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin.  
c) Meningkatnya aksesbilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan 
fasilitas pelayanan publik.  
d) Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha 
dalam penanggulangan kemiskinan meningkatnya ketahanan sosial masyarakat 
dalam mencegah masalah kemiskinan.  
e) Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga 
miskin.  
Menurut Hermawati (2012: 17-18) bahwa kriteria atau indikator keberhasilan 
KUBE sebagai berikut: 
a) Secara umum keberhasilan KUBE tercermin pada meningkatnya taraf 
kesejahteraan masyarakat disekitarnya.  
1) Meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia 
(pangan, sandang dan papan). 
2) Meningkatnya dinamika sosial.  
3) Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah.  
b) Secara khusus perkembangan KUBE ditunjukkan oleh:  
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1) Berkembangnya kerjasama diantara sesama anggota KUBE dan antar KUBE 
dengan masyarakat sekitarnya.  
2) Mantapnya usaha KUBE.  
3) Berkembangnya jenis kegiatan KUBE.  
4) Meningkatnya pendapatan KUBE.  
5) Tumbuh berkembangnya kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dalam 
bentuk pengumpulan dana iuran kesetiakawanan sosial (IKS) 
4. Landasan hukum Program (KUBE)  
pelaksanaan program bantuan sosial fakir miskin melalui KUBE FM meliputi: 
a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 
b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kesejahteraan Sosial 
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial bagi Fakir Miskin 
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan 
e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi 
f. Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 dan Nomor 8 tahun 2002 tentang 
Komite Penanggulangan Kemiskinan 
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g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/PENGHUK/2002 tentang 
penanggulangan kemiskinan 
h. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Sosial RI. 
C. Program PANSIMA (Penyediana Air Minum Santitasi Masyarakat) 
1. Pengertian PANSIMAS 
Berdasarkan laporan menurut WHO-Unicef joint monitoring 2004 kinerja 
sektor Air Minum & Sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan 
negara lain di Asia Tenggara. Diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2015 
adalah 218 Juta jiwa, dimana 103 Juta jiwa atau 47% belum memiliki akses terhadap 
sanitasi dan 47 Juta jiwa atau 22% belum memiliki akses terhadap air bersih. Angka 
yang lebih besar terlihat pada penduduk perdesaan, dimana diperkirakan 62% atau 73 
Juta jiwa yang belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 31% atau 36 Juta Jiwa 
yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Hanya 50% dari seluruh penduduk 
Indonesia yang mendapatkan akses air minum (Susenas, 2002).   
2. Tujuan umum Program Pansimas 
Tujuan PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air 
minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan masyarakat urban, serta me  
ningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/menyediakan 
prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan 
mampu diadaptasi oleh masyarakat. Program ini akan menjadi model untuk 
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direplikasi, diperluas (scaling up) dan pengarusutamaan (mainstreaming) model di 
daerah lain, dalam upaya mencapai target. (WHO-Unicef joint monitoring 2004) 
3. Indikator Program PANSIMAS 
Menurut (WHO-Unicef joint monitoring 2004) untuk mencapai tujuan dan 
sasaran program di atas serta menjamin kelancaran komponen-komponen program 
Pamsimas, dibutuhkan langkah langkah pelaksanaan program, yang mencakup:  
a. Persiapan awal program dari tingkat pusat sampai tingkat masyarakat (desa),  
b. Penentuan provinsi dan kabupaten/kota sasaran,  
c. Sosialisasi program tingkat pusat sampai tingkat desa,    
d. Seleksi dan penentuan desa/kelurahan sasaran,  
e. Pelaksanaan program di tingkat desa, kegiatan penyiapan dan pengkondisian 
masyarakat, pendampingan masyarakat, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat 
dan penyiapan dana masyarakat,  
f. Pendampingan peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam 
rangka pencapaian target, melalui pelaksanaan kegiatan replikasi dengan 
pendekatan PAMSIMAS,  
g. Strategi pencapaian ”outcome” dan tujuan program pada daerah sasaran,  
h. Monitoring partisipatif dan “outcome”, serta studi penilaian dampak Program 
untuk mengetahui efektifitas, efisiensi serta perubahan prilaku di masyarakat. 
4. Landasan Hukum Program PANSIMAS 
Landasan hukum pelaksanaan Program Nasional Pelayanan Air Minum dan 
Sanitasi yang Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:  
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1. UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
3. PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
4. PP N0. 72 dan 73 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan  
Kelurahan 
5. PP No. 7 tahun 2004 tentang RPJMN Renstra 2004–2009 yaitu Pembangunan  
Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi yang berkelanjutan 
6. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan  
Berbasis Masyarakat, tahun 2003. Financing Agreement Financing 
Agreement Credit No 42040 IND. 
D.  Program Bantuan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) 
1. Pengertian PNPM  
PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong 
penurunan angka kemiskinan dan pengangguran PNPM Mandiri difokuskan pada 
program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat . PNPM Mandiri merupakan integrasi dan perluasa program-program 
penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah  
jalan.(Depdagri,2008) 
2.   Jenis-Jenis PNPM Mandiri 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang di 
cenangkan oleh pemerintah indonesia ada 3 jenis (Depdagri,2008), antar lain; 
a. PNPM Mandiri Perdesaan  
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b. PNPM Mandiri Perkotaan 
c. PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. 
3.  Tujuaan Program PNPM Mandiri 
Menurut (Depdagri, 2008) tujuan PNPM Mandiri secara umum adalah 
meningkatkan kesejahtraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan 
dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 
pembangunan. 
Tujuan PNPM Mandiri secara khusus; 
a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan 
atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauaan, dan pelestarian pembangunan 
b. Melambangkan pengelolaan pembangunan partisipasi dengan mendayagunakan 
sumber daya lokasi 
c. Mengambangkan kepasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan 
pembangunan partisipasi 
d. Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh 
masyarakat 
e. Melambangkan pengelolaan dana bergulir 
f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa dalam 
pengelolaan pembangunan 
g. Mengembangkan kerja sama antara pemangku kepentingan dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan perdesaan. 
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4.   Indikator Program PNPM Mandiri 
PNPM Mandiri Menurut (Depdagri, 2008)  pada dasrnya mempunyai 
indikatorterbuka bagi semua kegitan penanggulangan kemiskinan yang di usulkan 
dan di sepakati masyrakat, melipiti: 
a. Penyediaan dan perbaikan prasarana atau sarana Lingkungan pemukiman sosil dan 
ekonomi secara kegiatan padat karya. 
b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk 
mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, perhatian yang lebih besar 
diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini. 
c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang 
bertujuan mempercepat pencapain trget. 
d. Peningkatan kapasitas masyrakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, 
pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta 
penerapan tatah pemerintah yang baik ( PNPM Mandiri).    
5.   Landasan Hukum PNPM Mandiri 
Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri adalah: (petunjuk umum PNPM 
Mandiri 2007), mengacu pada landasan idiil pancasila landasan konstitusional UUD 
1945 beserta amendemennya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
khususnya yang terkait sisitem pemerintah,perencanan,keuangan Negara dan 
kebijakan penanggulangan kemiskinanserta landasan khusus pelaksanaan PNPM 
Mandiri.   
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E. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 
1. Pengertian Program (P2KP)  
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/pedesaan (P2KP)  
merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam 
penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku 
pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli 
setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan 
kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur 
dan prinsip-prinsip universal. (Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi 
Oktober2005). 
2. Tujuan Program P2KP 
Menurut (Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober2005) 
proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) bertujuan sebagai berikut :  
a. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, 
prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, 
yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada 
masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam 
proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu  menjadi wadah sinergi 
masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya. 
b. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, 
prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama 
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dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan 
pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM). 
c. Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite 
Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan 
masyarakat serta kelompok peduli setempat. 
3. Landasan Hukum (P2KP) 
Dasar peraturan perundang-undangan system pemerintahan yang di gunakan 
adalah: 
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. 
c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan. 
d. Surat Keputusan Manteri Kordinator Bidang Kesejahtraan Rakyar Nomor 23 
Tahun 2007 Tentang Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan 
Masyrakat. 
4. Indikator Program P2KP 
Menurut (Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober2005) 
untuk melihat kepatuhan maka yang di lakukan dalam peneliti ini adalah sejauh mana 
aturan pelaksanaan di taati oleh para pelaksanaan. Sedangakan untuk melihat apa 
yang terjadi maka dalam penelitian ini akan di lihat dan di identifikasi berbagai 
hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan, di mana peneliti memilih sejumlah 
28 
 
indikator yang mempengaruhi yang di kembangkan oleh sejumlah pakar yang di 
sesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun indikator yang di gunakan adalah: 
a.  tidaknya standar pelaksanaan  
b.  Sumberdaya  
c. Komunikasi  
d. Sikap pelaksana  
 Selanjutnya berdasarkan hambatan yang teridentifikasi dapat di ketahui 
berbagai upaya atau sejumah strategi dalam mengatasi demi terciptanya efektifitas 
implementasinya. 
Implementasi program P2KP terdiri dari beberapa tahapan meliputi: 
a. Tahap perencanaan  
b. Tahap pelaksanaan  
c. Tahap pengandalian  
d. Tahap pelestarian 
F. Program Bantuan BUNDES (Bantuan Unit Desa) 
1. Pengertian BUNDES 
Definisi BUMDes menurut (Maryunani 2008:35), adalah lembaga usaha desa 
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk 
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha 
yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan 
29 
 
suatu hasil yang akan di dapatkan, seperti keuntungan yang maksimal sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan atau laba. 
2. Maksud Dan Tujuan Pendirian BUNDES 
Menurut (Purnomo 2004:1718), maksud dan tujuan pembentukan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes)  adalah sebagai berikut: Maksud pembentukan Badan 
Usaha Milik Desa antara lain:  
a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa.  
b. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa. 
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan 
hajat hidup masyarakat desa. 4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.  
Adapaun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:  
a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber 
pendapatan lain yang sah.  
b. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit 
usaha desa.  
c. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga 
kerja masyarakat di desa.  
d. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang 
berpenghasilan rendah 
3. Indikator BUNDES Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat 
Menurut (Seyadi 2003:16) peranan BUMDes adalah sebagai berikut:  
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a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat 
Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 
masyarakat. 
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 
perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya. 
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat 
desa.   
e. Membantu para  masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. 
4. Landasan Hukum Program BUNDES 
Didalam Undang-undang terbaru No. 6/2014 tentang desa juga disinggung 
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. Di dalam UU No. 6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan 
mengenai BUMDesa, yang mana masing-masing pasal terdiri atas: 
a. Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan 
BUMDesa 
b. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes 
c. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya BUMDes 
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d. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMdes yang bermanfaat bagi 
masyarakat desa. 
G. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu tentang program-program pengentasan kemiskinan yang 
telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti diluar Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar yang menjadi acuan bagi peneliti dalam mengembangkan penelitiannya.  
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 
Penelitian Indikator 
Penelitian 
Alat Analisis Hasil 
Samsubar Saleh (2008) 
Faktor-Faktor Tingkat 
Kemiskinan Ragional 
Di Indonesia 
 
Untuk 
menganalisis 
faktor-faktor 
yang 
mempengaru
hu 
kemiskinan 
per provinsi 
di Indonesia 
Alat Analisis yang di 
gunakan Regresi pada 
model estimasi 
menggunakan dara cross 
section dan model estimasi 
menggunakan data panel 
di mana POV 
Hasilmempengar
uhi tingkat 
kemiskinan per 
propinsi di 
indonesia adalah 
indeks 
pembangunan 
manusia, 
investas 
pendapatan  
rendah dan 
Partisipasi di 
Indonesia.   
Deni Tisna Amyjaya 
(2008) Judul Analisis 
Pengaruh Ketidak 
Merataan Distribusi 
Pendapatan, 
Pertumbuhan Ekonomi 
Dan Tingkat 
Penggangguran 
Terhadap Kemiskinan 
Di Indonesia  
untuk 
mengetahui 
penyebab 
kemiskinan 
yang terjadi 
di Indonesia 
Alat Analisis Yang Di 
Gunakan Adalah  analisis 
data panel  yaitu suatu 
metode mengenai 
gabungan dari data antar 
waktu (time series) 
dengan data antar 
individu 
ketidak merataan 
distribusi 
pendapatan 
berpengaruh 
positif terhadap 
jumlah 
kemiskinan 
ekonomi 
berpengaruh 
negativef.terhada
p kemiskinan.   
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Diasti Satria (2010) 
Judul Strategi 
Pengembangan 
Ekowisata Berbasis 
Ekonomi Lokal Dalam 
Rangka Program 
Pengentasan 
Kemiskinan  Di 
Kabupaten Malang 
mengetahui 
strategis 
dalam 
pengembang
an ekowisata 
pengembang
an program 
pengantasan 
kemiskinan. 
Alat analisis yang 
digunakan adalah SWOT 
(,WEAKNESS,OPPORTU
NITY STRONG, DAN 
THREAT). Analisis 
SWOT digunakan untuk 
mengidentifikasi relasi-
relasi sumber daya yang 
lain. 
Hasil ekowisata 
yang ada di 
kabupaten 
Malang berjalan 
baik karaena 
dengan adanya 
program-
program. 
Istiana Hrmawati 
(2012) Judul Dampak 
Program Pengentasan 
Kemiskinan Di 
Kabupaten Jaya Pura 
Untuk 
Menetahui 
indikator 
kemiskinan 
lokal,konstra
k dampak 
program 
pengentasan 
kemiskinan. 
Alat analisis yang 
digunakan adalah metode 
kualitatif dan kuantitatif, 
seluru masyarakat miskin 
di Kabupaten Jaya Pura 
di tentukan dengan teknik 
multistage cluster 
random sampling 
Hasil penelitian 
menyimpulkan 
bahwa  program-
program 
pengentasan 
kemiskinan 
berdampak 
secara signifikan 
terhadap dampak 
peningkatan 
aspek-aspek 
ekonomi dan 
sosial yang ada 
sehingga 
berjalan baik 
baik dari segi 
ekonomi di 
Kabupaten Jaya 
Pura 
Harmanto 
Siragar(2008) Dampak 
Pertumbuhan Ekonomi 
Terhadap Penurunan 
Jumlah Penduduk 
Untuk 
menganalisis 
dampak 
pertumbuhan 
ekonomi 
terhadap 
tingkat 
kemiskinan 
di Indonesia 
Alat analisis yang di 
gunakan adalah 
Deskriktif dan model 
persamaan regresi 
Hasil penelitian 
menyimpilkan 
bahwa 
Kemiskinan 
tidak dapat di 
pecahkan 
sehingga  yang 
di dapatkan  
penelitian tidak 
berjalan 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi. 
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Adrian Pujimuliautama 
(2012) Judul Analisis 
Pengentasan 
Kemiskinan Dalam 
Perspektif Peran 
Gender Di Pedesaan 
(Studi kasus Desa 
Kalangan Kec. 
Margomulyo Kab. 
Bojonegoro) 
Untuk  
mengetahui 
peran usia 
pendidikan 
dan jenis 
kelamin 
terhadap 
pendapatan 
keluarga, 
untuk 
mengetahui 
perbedaan 
yang 
signifikan 
dalam peran 
gender dalam 
rumah 
tangga. 
Miskin 
Alat analisis yang di 
gunakan adalah  regresi 
linear berganda yang di 
terapkan untuk data Cros-
sektion dan uju badan 
pendapatan rata-rata 
Hasil penelitian 
menyimpulkan 
bahwa 
pendidikan 
secara statistik 
tidak memiliki 
pengaruh 
terhadap 
pendapatan 
rumah tangga 
miskin 
sedangkan usia 
dan peran gender 
secara statistik 
sangat memiliki 
pengaruh 
segnifikan 
terhadap adanya 
pendapatan 
rumah tangga 
miskin di desa 
kalangan 
Candra Hakim (2014) 
Judul Analisis Dampak 
Program Simpanan 
Kesejahtraan Sosia 
(PSKS) Terhadap 
Masyarakat Miskin Di 
Kelurahan Bangun 
Sari, Kec Dolopo, Kab 
Madiun  
Untuk 
evaluasi 
dampak 
penyaluran 
bantuan dan 
hambatan 
serta faktor 
penduduk di 
laksanakanny
a program 
PSKS di Kel. 
Bangun sari 
Alat analisis yang di 
gunakan adalah Redukasi 
penyajian data dan 
Verivikasi  
Dampak jangka 
pendek 
meredam 
gejolak sosial 
akibat naiknya 
harga BBM 
naik harga 
kebutuhan 
pokok ikut juga 
naik, dengan 
adanya  
program 
pengentasan 
kemiskinan 
PKS sehingga 
menyebabkan 
sikap 
kecemburuan 
sosial terjadi 
oleh masyrakat. 
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Andika Aziz Janata 
(2006) Judul Analisis 
Program-Program 
Penanggulanagn 
kemiskinan Di kota 
Semarang 
Untuk 
mengetahui 
tingkat 
prioritas 
program 
dalam 
mengurangi 
tingkat 
kemiskinan 
Alat analisis yang di 
gunakan adalah  AHP 
(Analisis Hirarki Proses) 
Hasil menun 
jukkan bahwa 
dengan adanya  
program dalam 
upayan 
mengurangi 
tingkat  
kemiskinan yang 
paling tinggi 
tingkat 
prioritasnya 
adalah program 
JAMKESMS  
dari kelompok 
program yang 
beris bantuan 
sosial. 
Safurida (2015) Judul 
Analisis Dampak 
Bantuan Program 
Terhadap 
PenanggulanganKemis
kinan Terhadap 
Kehidupan Masyarakat 
Miskin Di Desa 
Perkebunan Julok 
Rayeuk Utara 
Kecamatan Indra 
Makmu Kabupaten 
Aceh Timur 
Untuk 
menganalisis 
dampak 
bantuan 
program 
penanggulan
gan 
kemiskinan 
terhadap 
kehidupan 
masyarakat 
miskin. 
Alat analisis yang 
digunakan adalah metode 
deskriktif, kualitatif di 
mana dampak bantuan 
program penanggulangan 
kemiskinan 
Hasil 
menyimpulkan 
bahwa 
banyaknya  
penduduk miskin 
di desa 
perkebunan 
Julok Rayeuk 
Utara Kec. INdra 
Makmu yang 
masi hidup di 
dalam garis 
kemiskinan hal 
ini pemerintah 
memberikan 
program yang 
ada, namun 
program tersebut 
berjalan dan 
tepat sasaran 
meskipun masi 
banyak 
penduduk di 
bawah garis 
kemiskinan. 
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Andi Faisal Anwar 
(2018) judul 
Mengungkap 
penghidupan petani 
miskin pedesaan 
Untuk 
mengetahui 
kondisi sosial 
ekonomi 
yang ada 
sebagai 
strategi 
pengentasan 
kemiskinan 
yang ada di 
kabupaten 
Bulukumba 
Alat analisis deskriptif 
kualitatif dengn model 
teknik triangulasi  
Hasil penelitian  
menyimpulkan 
bahwa 
rendahnya 
pendapatan yang 
dimiliki, rata-
rata pendapatan 
di bawah garis 
kemiskian, 
komuditas ubi 
kayu dan padi 
sawah yang 
mampu 
menyerap tenaga 
kerja 
 
H. Kerangka Pikir 
Program-program pengentasan kemiskinan dapat di lakukan oleh pemerintah 
guna untuk mengantasi kemiskinan baik di desa maupun di perkotaan, dengan itu 
program-program tersebut dapat di lihat bahwa program tersebut berjalan secara baik 
atau tidak, kita dapat lihat indikator-indikator program pengentasan kemiskinan, hal 
ini dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, dalam hal ini guna untuk mencapai 
tingkat pengurangan kemiskinan di desa Manyampa. 
                                              Gambar 2.1 
KERANGKA PIKIR 
   Jenis Program 
 
  
 
 
-KUBE 
-PANSIMAS 
-PNPM 
-P2KP 
-BUNDES 
Indikator Program  Konsisten Tingkat 
Kemiskina
nn 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif. Menurut 
(Nanang Martono, 2014) penelitian Kuantitatif yaitu data yang berupa angka. Dengan 
demikin model AHP  ini tentunya merupakan suatu jalan keluar untuk memecahkan 
masalah  dimana model AHP ini dapat menentukan program-program yang paling 
berpengaruh untuk menurunkan tingkat kemiskinan, misalnya: presentase data tingkat 
distribusi program-program bantuan yang disalurkan terhadap penduduk miskin di 
Kabupaten Bulukumba Kecamatan Ujung Loe Desa Manyampa sehubungan dengan 
pengentasan kemiskinan, yaitu :  
1. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 
2. Program Pelayanan Air Minum Dan Sinitas Bagi Masyarakat Miskin 
(PANSIMAS) 
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan (P2KP) 
5. Program Bantuan Unik Desa (BUNDES) 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini, lokasi yang diambil adalah di Kabupaten Bulukumba 
Kecamatan Ujung Loe desa Manyampa. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut 
karna banyaknya program yang masuk di desa Menyampa tetapi tingkat 
kemiskinannya berjalan melambat, sehubungan  dengan  pengaruh program–program 
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bantuan desa (KUBE, PANSIMAS, PNPM, P2KP, BUNDES) terhadap rakyat 
miskin. 
C. Populasi Dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek 
penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karasteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2012).  
Dalam hal ini populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat 
yang menerima bantuan–bantuan dari program pengentasan kemiskinan (KUBE, 
PANSIMAS, PNPM, P2KP, BUNDES) di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Ujung 
Loe desa Manyampa yang berjumlah 5.242 orang. 
2. Sampel  
Sampel adalah bagian atau jumlah dan karasteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel harus betul-betul representatif. 
Sedangkan menurut Husein Umar (dalam Sugiono, 2010), sampel merupakan bagian 
dari populasi. 
Sampel dilakukan dengan cara teknik Sampling Purposive, yaitu suatu metode 
pemilihan ukuran sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Nanang 
Martono, 2011). Sampling Purposive adalah teknik pengambilan sampel yang 
memberikan peluang kepada anggota populasi yang di tentukan oleh peneliti untuk 
dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2010). 
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Sampel dalam penelitian ini adalah penduduk miskin yang menerima batuan 
dari program pengentasan kemiskinan yang berada di Kabupaten Bulukumba 
Kecamatan Ujung Loe desa Manyampa, yang  pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan rumus Slovin. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 
rumus Slovin. 
n =
𝑁
1 +𝑁𝑒2
 
 n = jumlah sampel  
N= jumlah populasi 
e = batas toleransi kesalahan 10 % (eror tolerance) 
 Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah 
Probability sampling dengan menggunakan rumus Slovin. 
Untuk menentukan sampel pada penelitian ini yang populasinya berjumlah 
(5,242 orang) masyarakat yang menerima bantuan-bantuan dari program pengentasan 
kemiskinan dapat dihitung menggunakan rumus Slovin. 
n =
𝑁
1 +𝑁𝑒2
 
 n =
5.242
1+5,242.0,102
 
 n =
5,242
1+5,242(0,01)
 
 n =
5,242
53,42
= 98,12= 98 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan jumlah sampel yang di gunakan oleh 
peneliti pada Desa Manyampa adalah 98 orang/responden. 
D. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder dan data primer. Dimana 
data sekunder adalah data yang di peroleh dari instansi-instansi terkait dan yang 
diperoleh melalui perantara, serta buku-buku, karya ilmiah, web site, jurnal dan 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba yang terkait dengan judul 
penelitian. Sedangkan data primer adalah data yang di peroleh tampa melalui 
perantara, data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua 
metode pengumpulan data original. 
1. Data sekunder yang meliputi : 
a. Data jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba 
b. Data jumlah penduduk di Kecamatan Ujung loe 
c. Data jumlah penduduk miskin di Kecamatan Ujung loe 
d. Data Jumlah Penduduk Di Desa Manyampa 
e. Data jumlah penduduk miskin di Desa Manyampa 
f. Data jumlah penerima bantuan program-program di Desa Manyampa 
2. Data primer yang meliputi: 
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 
organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Sedangkan data primer untuk 
perumusan kebijakan dalam Analisis Hierarki Proses diperoleh dari orang-orang, 
meliputi penentuan kriteria dalam rangka mencapai tujuan mengurangi kemiskinan, 
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penentuan pilihan alternatif program apa yang dapat ditempuh untuk mengurangi 
kemiskinan. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Lapangan 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya 
langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam penelitian ini 
wawancara dilakukan terhadap masyrakat, hasil wawancara tersebut dikemukakan 
secara tertulis dalam sebuah kuesioner. 
b. Kuesioner 
Kuesioner yang diajukan kepada masyarakat berupa kuesioner AHP dengan 
menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup (close question) yaitu jawaban 
kuesioner telah tersedia dan masyarakat tinggal memilih beberapa alternatif dari 
pilihan jawaban yang telah disediakan. Kuesioner ini berupa daftar pertanyaan yang 
diberikan kepada masyarakat untuk diisi dan dikembalikan atau juga dapat dijawab 
langsung di bawah pengawasan peneliti. Petunjuk pengisiannya adalah dengan cara 
memberi nilai dari angka 1-9 pada alternatif yang di pilih dan dianggap sesuai. 
Sedangkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa pilihan alternatif 
program dan prioritasnya dalam upaya mengurangi kemiskinan. 
2. Riset Kepustakaan 
Riset Kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan 
dengan penulisan penelitian ini melalui literature atau referensi kepustakaan. 
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F. Teknik Analisi Data 
Penelitian ini menggunakan metode AHP (Analisis Hirarki Proses) yaitu, 
Metode AHP merupakan suatu model yang di perkenalkan oleh Thomas L. Saaty 
pada tahun 1971. Saaty menyetakan bahwa AHP adalah suatu model untuk 
membangun gagasan dan mendefenisikan persoalan dengan cara membuat asumsi-
asumsi dalam memperoleh pemecahan yang di inginkan, serta memungkinkan 
menguji kepekaan hasilnya. Metode ini untuk memecahkan situasi yang komplik 
tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam  susunan yang hirarki, dengan 
memberi nilai subjektik tentang pentingnya setiap fariabel secara relative, dan 
menetapkan variable mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi 
hasil pada situasi tersebut. (Saaty pada tahun 1971) Keuntungan penggunaan metode 
AHP adalah sebagai berikut:  
a. Memberi satu  model tunggal, mudah dimengerti dan luwes untuk berbagai 
persoalan yang tidak terstruktur.  
b. Mempunyai sifat kompleksitas dan saling ketergantungan, di mana dalam 
memecahkan persoalan dapat memadukan rancangan deduktif dan rancangan 
berdasarkan sistem serta menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam 
suatu sistem . 
c. Elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat yang berlainan dan kelompok 
unsur yang serupa dalam setiap tingkat dapat disusun secara hierarki. 
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d. Dengan menetapkan berbagai prioritas dapat memberikan ukuran skala objek dan 
konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan serta 
menuntun pada suatu taksiran menyeluruh kebaikan setiap alternatif. 
e. Memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan 
mereka dan tidak memaksakan konsensus, tetapi mensistensi suatu hasil yang 
representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda.  
f. Memungkinkan orang memperhalus definisi pada suatu persoalan dan 
memperbaiki pertimbangan dan pengertian melalui pengulangan.  
Metode ini dipandang sangat tepat dalam memecahkan berbagai persoalan  
yang ingin diketahui karena bersifat fleksibel dalam pemanfaatannya dan dapat 
digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian. Dengan demikian, maka dalam 
upaya mendapatkan model penelitian yang signifikan baik dalam disiplin ilmu 
perencanaan, sosial, ekonomi dan politik, model AHP ini dapat mewakili kepentingan 
dari berbagai disiplin tersebut dalam konteks penelitian yang ingin dilakukan. 
Karakteristik peralatan AHP yang komprehensif ini tentunya merupakan suatu jalan 
keluar yang tepat dalam mengatasi kendala yang selama ini dirasakan dalam 
pemodelan kuantitatif sehingga hasil-hasil penelitian yang dilakukan tertata secara 
kuantitatif dan menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah 
langkah-langkah dalam metode AHP: (Saaty, 1993) 
Langkah pertama adalah menentukan tujuan berdasarkan permasalahan 
yang ada. Tujuan yang diambil dalam penelitian ini adalah upaya mengurangi tingkat 
kemiskinan. 
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Langkah kedua adalah menentukan kriteria. Kriteria diperoleh dari hasil pra-
survey dan diskusi dengan masyarakat yang berketerampilan dan kemampuannya 
yang baik terhadap masalah kemiskinan yang terjadi di Desa Manyampa. Masyarakat  
tersebut adalah:  
1. Kepala Desa Manyampa 
2. Kepala Dusun Manyampa  
3. Kepala RT Desa Manyampa 
4. Kepala RW Desa Manyampa 
5. Masyarakat petani di Desa Manyampa  
Dari hasil pra-survey dan wawancara dengan masyarakat yang berkompeten 
dalam masalah kemiskinan, maka kriteria yang diperoleh adalah:  
1. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan  
Masyarakat. 
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
usaha ekonomi mikro dan kecil  
Langkah ketiga adalah menentukan alternatif. Menentukan alternatif sama 
halnya dengan menentukan kriteria di atas. Alternatif juga diperoleh dari hasil pra-
survey dan diskusi dengan para masyarakat yang berketerampilan dan berkemampuan 
yang baik tentang penanganan masalah kemiskinan. Dalam hal ini membahas 
mengenai langkah dan strategi yang dibutuhkan dalam upaya mengurangi 
kemiskinan. Dari hasil pembahasan tersebut maka diperoleh beberapa alternatif 
sebagai berikut:  
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1. Untuk mencapai kriteria mengurangi kemiskinan ditinjau dari kelompok 
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 
meliputi:  
a. Program PANSIMAS 
b. Program BUNDES  
c. Program KUBE 
2. Untuk mencapai kriteria mengurangi kemiskinan ditinjau dari kelompok 
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi 
mikro dan kecil meliputi:  
a. Program KUBE  
b. Program P2KP 
c. Program PNPM  
Kriteria dan alternatif dapat disusun secara hierarki, pada tingkat satu yaitu 
tujuan, kemudian pada tingkat kedua terdiri dari kriteria untuk mencapai tujuan 
tersebut.Pada tingkat ketiga diisi oleh alternatif-alternatif pilihan yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 
Langkah keempat adalah menyebarkan kuesioner kepada sejumlah 
responden (masyarakat) diantaranya adalah:  
1. Kepala Desa Manyampa Kepala Dusun Manyampa 
2. Kepala Dusun Manyampa 
3.  Kepala RT Desa Manyampa  
4. Kepala RW Desa Manyampa  
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5. Masyarakat petani di Desa Manyampa   
Langkah kelima adalah menyusun matriks dari hasil rata-rata yang didapat 
dari sejumlah responden (masyarakat) tersebut. Kemudian hasil tersebut diolah 
menggunakan (expert choice versi 9.0) 
Langkah keenam menganalisis hasil olahan dari expert choice versi 9.0 
untuk mengetahui hasil nilai inkonsistensi dan prioritas. Jika nilai konsistensinya 
lebih dari 0,10 maka hasil tersebut tidak konsisten, namun jika nilai tersebut kurang 
dari 0,10 maka hasil tersebut dikatakan konsisten. Dari hasil tersebut juga dapat 
diketahui kriteria dan alternatif yang diprioritaskan. 
Langkah ketujuh adalah penentuan skala prioritaskan dari kriteria dan 
alternatif untuk mencapai variabel hierarki dengan tujuan mengurangi kemiskinan di 
Desa Manyampa dapat dijelaskan melalui susunan variabel sebagaimana Tabel 3.1 
berikut: 
Tabel 3.1 
Variabel Hirarki Dengan Tujuan Upaya Mengurangi Kemiskinan di 
Desa Manyampa 
Tingkat  Hirarki Uraian 
Tingkat 1:Tujuan Upaya Mengurangi Kemiskinan 
Tingkat 2:Kriteria 1. Upaya mengurangi kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat 
2. Upaya mengurangi kemiskinan berbasis pemberdayaan 
usaha ekonomi mikro dan kecil) 
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Tingkat 
3:Alternatif 
1. Kriteria 1, Alternatifnya yaitu: 
a. Program KUBE  
b. Program PANSIMAS  
c. Program BUNDES 
2. Kriteria 2, Alternatifnya yaitu: 
a. Program PNPM  
b. Program P2KP 
c. Program KUBE 
Sumber:Saaty (1993), dengan modifikasi 
Menurut Saaty (1993) untuk menetapkan prioritas elemen-elemen dalam suatu 
persoalan keputusan adalah dengan membuat perbandingan berpasangan (pairwise 
comparison), yaitu setiap elemen dibandingkan berpasangan terhadap suatu kriteria 
yang ditentukan. Bentuk perbandingan berpasangan adalah matriks:    
 
 
  
 
 
Pengisian matriks banding berpasangan tersebut, menggunakan bilangan yang 
menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen di atas yang lainnya. Skala itu 
mendefinisikan dan menjelaskan nilai 1-9 yang ditetapkan sebagai pertimbangan 
dalam membandingkan pasangan elemen yang sejenis di setiap tingkat hierarki 
terhadap suatu kriteria yang berada setingkat di atasnya.Pengalaman telah 
membuktikan bahwa skala dengan sembilan satuan dapat diterima dan mencerminkan 
derajat sampai mana mampu membedakan intensitas tata hubungan antar elemen. 
C A1 A2 A3 A4 
A1 1    
A2  1   
A3   1  
A4    1 
C:Kriteria 
A:Alternatif 
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Skala banding berpasangan yang digunakan dalam penyusunan AHP untuk 
menentukan susunan prioritas alternatif dari kriteria guna mencapai sasaran upaya 
mengurangi kemiskinan di Desa Manyampa. 
Nilai Keterangan 
Nilai 1 Kedua faktor sama pentingnya 
Nilai 3 Faktor yang satu sedikit lebih penting dari pada faktor yang 
lainnya 
Nilai 5 Satu faktor esensial atau lebih penting dari pada faktor lainnya 
Nilai 7 Satu faktor jelas lebih penting dari pada faktor lainnya 
Nilai 9 Satu faktor mutlak lebih penting dari pada faktor lainnya 
Nilai 2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara, di antara dua nilai pertimbangan yang 
berdekatan 
Sumber: Saaty (1993) 
Setelah semua pertimbangan secara benar, validitasnya dievaluasi dengan 
suatu uji konsistensi. Pada persoalan pengambilan keputusan, konsistensi sampai 
kadar tertentu dalam menetapkan prioritas untuk elemen-elemen atau aktivitas-
aktivitas berkenaan dengan beberapa kriteria adalah perlu untuk memperoleh hasil-
hasil yang baik dalam dunia nyata. AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari 
berbagai pertimbangan melalui rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi harus 10 % 
atau kurang (CR≤0,1). Jika lebih dari 10 %, pertimbangan itu mungkin agak acak dan  
mungkin perlu diperbaiki. Pengukuran rasio konsistensi (CR) adalah sebagai berikut:   
CR=
𝐶𝐼
𝑅𝐼
 
 
 
Untuk keperluan pengolahan data pada dasarnya AHP dapat menggunakan 
dari satu responden ahli. Namun dalam aplikasinya penilaian kriteria dan alternatif 
Keterangan 
CR= Consistency Ratio 
CI= Consistency Index 
RI=  Random Index 
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dilakukan oleh beberapa ahli multidisipliner. Konsekuensinya pendapat beberapa ahli 
perlu dicek konsistensinya satu persatu, pendapat yang konsisten kemudian 
digabungkan dengan menggunakan rata-rata geometrik (Saaty, 1993). 
Hasil penelitian gabungan tersebut selanjutnya diolah dengan prosedur AHP. 
Setelah dilakukan running melalui program expert choice versi 9.0, akan ditunjukkan 
hasil urutan skala prioritas secara grafis untuk mencapai sasaran “Upaya mengurangi 
kemiskinan di Desa Manyampa”. Urutan skala prioritas tersebut sesuai dengan bobot 
dari masing-masing alternatif dan kriteria serta besarnya konsistensi gabungan hasil 
running, apabila besarnya rasio konsistensi tersebut ≤ 0,1 maka keputusan yang 
diambil oleh para responden untuk menentukan skala prioritas cukup konsisten, 
artinya bahwa skala prioritas tersebut dapat diimplementasikan sebagai kebijakan 
untuk mencapai sasaran. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba 
Penelitian ini dilaksanakan di desa Manyampa kecamatan Ujung Loe 
Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan jasirah 
sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 km dari ibukota provinsi sulawesi selatan. 
Secara kewilayaan Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni 
dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng (Lompobattang), daerah rendah, pantai 
dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak antara 05
020’-05040’ lintang selatan 
dan 119
058’-120028’ bujur timur. Berbatasan dengan kabupaten sinjai disebelah 
utara, sebelah timur dengan teluk bone, sebelah selatan dengan laut flores, dan 
sebelah barat dengan kabupaten bantaeng (BPS Kabupaten Bulukumba 2016). 
Luas wilayah kabupaten bulukumba sekitar 1.154,7 km2 atau sekitar 2,5 % 
dari luas wilayah sulawesi selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi 
kedalam 27 kelurahan dan 109 desa.  
Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 % berada pada ketinggian 0 
sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan tanah 
umumnya 0-40
0
. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 
23.365 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Curah hujannya rata-
rata 152 mm/bulan dan rata-rata hujan 10 hari per bulan. 
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Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82
0
C-
27,68
0
C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan 
tanaman perkebunan. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah 
barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan yang 
sedang, sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. 
Pemerintahan Kabupaten Bulukumba memiliki 10 (sepuluh) kecamatan 
defenitif yaitu sebagai berikut: 
a. Kecamatan Ujungbulu (ibukota kabupaten) 
b. Kecamatan Gantarang 
c. Kecamatan Kindang 
d. Kecamatan Rilau Ale 
e. Kecamatan Bulukumpa 
f. Kecamatan ujung Loe 
g. Kecamatan Bonto Bahari  
h. Kecamatan bonto Tiro 
i. Kecamatan Kajang 
j. Kecamatan Herlang 
Dari sepuluh Kecamatan tersebut, tiga diantaranya merupakan sentra 
pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan 
Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa. Tujuh diantaranya merupakan daerah pesisir 
sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Ujungbulu, 
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Kecamatan Gantarang, Kecamatan ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan 
bonto Tiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. 
Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk (Jiwa/Laki-Laki/Perempuan) 
 Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015 
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 
Penduduk jiwa 30.057 30.241 30.532 30.720 30.913 
Laki-Laki 14.560 14.560 14.860 14.984 15.090 
Perempuan 15.497 15.593 15.682 15.736 15.823 
   Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2017 
Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah penduduk perjiwa Kabupaten 
Bulukumba yang paling rendah yaitu pada tahun 2011 tercatat 30.057 jiwa, dan 
penduduk jiwa tertinggi yaitu pada tahun 2015 tercatat 30.913 jiwa. Perkembangan 
penduduk selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bulukumba yang paling rendah 
adalah pada tahun 2011 dan 2012 tercatat 14.560 jiwa, dan penduduk jiwa tertinggi 
yaitu pada tahun 2015 tercatat 15.090 jiwa, sedangkan untuk penduduk perempuan 
yang sangat rendah yaitu pada tahun 2011 tercatat 15.497 jiwa, dan penduduk jiwa 
tertinggi yaitu pada tahun 2015 tercatat 15.823 jiwa.  
2. Gambaran Umum Kecamatan Ujung Loe 
Kecamatan Ujung Loe adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 
Sulawesi Selatan, Indonesia, kecamatan Ujung Loe merupakan salah satu dari 10 
kecamatan di kabupaten Bulukumba. Di kecamatan ini terdapat 12 desa atau 
52 
 
kelurahan, yaitu Balleanging, Balong, Bijawang, Dannuang, Garanta, Lonrong, 
Manjalling, Manyampa, Padang Loang, Salemba, Seppang, dan Tamatto. (Kantor 
Camat ujung Loe) 
3. Gambaran umum Desa Manyampa 
Desa Manyampa terletak di bagian Timur wilayah kecamatan Ujung Loe yang 
berbatas dengan desa Balleanging pada sebelah barat, desa Bontobarua/desa 
Bontomarannu kecamatan Bontotiro sebelah utara, laut flores/desa Garanta pada 
sebelah Selatan, dan kelurahan Benjala/kelurahan Sapolohe kecamatan Bontobahari 
pada sebelah timur. Desa Manyampa Membawah 4 dusun yaitu dusun Tanah eja, 
dusun Dongi, dusun Mampua, dan dusun Luppung. 
Manyampa dalam bahasa kunjo berasal dari kata sampa’ yang berarti pagar 
sebagai arti simboli dari kata kuasa. Jika di tambahkan kata Na di awal dan kata Ki di 
akhir kata sampa’ menjadi Na-Sampa-Ki berarti yang memagari atau yang kuasa. 
Kata sampa’ di hubungkan dengan keberadaan tunatambunga kalenna yang di yakini 
sebagai orang yang pertama datang. 
 Desa Manyampa, di sebut-sebut sebagai peletak pemerintahan pertama dalam 
masyrakat Manyampa, kenyataan itu lah yang menyebabkan kata Manyampa di 
jadikan sebagai nama wilayah , karna penamaan Manyampa berdasarkan keberadaan 
tunatambunga kalenna sebagai peletak pemerintahan pertama di Manyampa. 
Sehingga nama pemukiman pertama masyrakat Manyampa juga di sebut Manyampa 
53 
 
Toa. Hingga saat ini penyebutan Manyampa toa yang sudah masuk wilayah dusun 
Mampua.        
B. Gambaran Umum Kemiskinan di Desa Manyampa 
Jumlah penduduk di miskin di desa Manyampa dalam 5 tahun terakhir masih 
cukup tinggi. Oleh karena itu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan 
pemerintah desa Mayampa mengeluarkan pelatihan di bidang pemberdayaan petani 
dan keterampilan di pelatihan tersebut untuk mengurangi kemiskinan, dan di berikan 
motifasi dan arahan kepada masyarakat. 
 Pelatihan ini di luncurkan pada tahun 2013, dengan tahap pelaksanaan selama 
6 kali pelaksanaan, dalam  pelatihan ini guna untuk menambah wawasan kepada 
masyrakat yang berada di desa Manyampa, selain itu pelatihan ini di luncurkan agar 
pemerintah tau bagai mana program-program yang terkait dalam pelatihan ini bisa 
berjalan dengan baik dan benar sesuwai yang di harapkan oleh pemerintah. 
Pelatihan ini di luncurkan untuk semua masyrakat desa Manyampa agar 
mereka mengetahui pelaksanaan-pelaksananan tentang  apa yang di luncurkan oleh 
pemerintah, di setiap pelaksanaan ini di adakan di setiap dusun yang ada di desa 
Manyampa. (Kantor desa Manyampa) 
C. Permasalahan Umum Kemiskinan di Desa Manyampa 
Masalah kemiskinan di desa Manyampa sebagai berikut (Kantor desa 
Manyampa, A. Abbas, 2018): 
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1. Masih lemahnya pendapatan Terhadap masyarakat yang berada di desa 
Manyampa, kurangnya lapangan kerjaan yang di sediakan oleh 
pemerintah sehingga mengakibatkan penduduk jatuh miskin, dan 
pendidikan yang sangat rendah di karenakan keterbatasan biaya dan 
kurangnya dorongan dari orang tua. 
2. Pendapatan mayoritas penduduk desa Manyampa sangat rendah, karena 
kurangnya pengetahuan, rendahnya penghasilan dan kurangnya pekerjaan.  
3. Adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, disebabkan 
adanya perbedaan strata atau kedudukan, antara orang kaya dan orang 
miskin sangatlah di bedakan dalam aspek apapun. 
4. Kurangnya partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan 
masyarakat, sehingga penduduk miskin sangat kurang partisipasinaya 
karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya sendiri.    
D. Karakteristik responden 
1. Alamat Responden 
                           Tabel 4.2 
    Alamat Responden di Desa Manyampa 
No Alamat/Dusun Jumlah 
1 Dusun Tanah Eja 32 
2 Dusun Mampua 27 
3 Dusun Dongi 21 
4 Dusun Luppung 18 
Jumlah 98 
Sumber: Data Primer Sudah Diolah, 2018. 
55 
 
Berdasarkan  tabel 4.2 di atas bahwa penerima bantuan program pengentasan 
kemiskinan yang lebih banyak menerima bantuan dari keempat dusun yang berada di 
desa Manyampa yaitu dusun Tanah eja sebanyak 32 orang, di dusun Tanah Eja lebih 
dominan penerima bantuan program pengentasan kemiskinan karena mayoritas 
penduduk miskin berada di dusun Tanah eja. Kemudian dusun Mampua sebanyak 27 
orang penerima bantuan program pengentasan kemiskinan dan di susul dusun Dongi  
sebanyak 21 orang, sementara yang paling rendah penerima bantuan pengentasan 
kemiskinan adalah dusun luppung sebanyak 18 orang, dari ke empat dusun yang 
berada di desa Manyampa dusun luppung yang paling rendah penerima bantuan 
program pengentasan kemiskinan, karena masyarakat yang berada di dusun Luppung 
kurang berpartisipasi dan rendahnya pengetahun.  
2. Jumlah Laki-laki Dan Perempuan Responden 
Tabel 4.3 
Jumlah Laki-laki Dan Perempuan Respondeng Penerima Bantuan Atau 
Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Manyampa 
 
Sumber: Data Primer Sudah Diolah, 2018.  
Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas bahwa penerima bantuan atau progran 
pengentasan kemiskinan, yang lebih dominan yaitu perempuan sebanyak 54 orang, 
mengapa program pengentasan kemiskinan di desa Manyampa lebih dominan 
perempuan, karena perempuan lebih berpartisipasi masalah program-program yang 
berada di desa Manyampa, dan rasa ingin taunya lebih tinggi di bandingkan laki-laki, 
No  Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 44  Orang 54 Orang 98 Orang 
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dari kelima program pemberdayaan usaha kecil yang lebih benyak penerima 
perempuan di bandingakn laki-laki, dan jumlah penerima bantuan laki-laki sebanyak 
44 orang hal ini dilihat bahwa penerima bantuan pengentasan kemiskinan lebih 
banyak jumlah perempuan. 
3. Umur Responden 
Tabel 4.4 
Umur Responden Penerima bantuan Atau Program Pengentasan Kemiskian 
Di Desa Manyampa 
No Umur Jumlah 
1 20-30 19 
2 31-40 23 
3 41-50 27 
4 51-60 17 
5 61-70 12 
Jumlah 98 
Sumber: Data Primer Sudah Diolah, 2018. 
Berdasarkan pada tabel 4.4 dilihat bahwa penerima bantuan program 
pengentasan kemiskinan dari 98 responden yang paling dominan yaitu di umur 41-50 
sebanyak 27 orang, karena banyaknya diusia 41-50 yang mempunyai usaha, dan para 
petani lebih benyak yang memiliki umur 41-50 bukan hanya itu namun di usia 
tersebut lebih mengetahui program bantuan yang berada di desa Manyampa, 
kemudian di susul dari umur 31-40 sebanyak 23 orang, kemudian dari umur 20-30 
sebanyak 19 orang, dan yang paling terendah mendapatkan bantuan program 
pengentasan kemiskian adalah umur 61-70 sebanyak 12 orang.   
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E. Hasil Analisis Data 
Langkah pertama adalah menetukan tujuan berdasarkan permasalahan yang ada. 
Tujuan yang di ambil dalam penelitian ini adalah upaya mengurangi tingkat 
kemiskinan. 
Langkah kedua menentukan kriteria, kriteria yang di ambil dalam peneliti ini adalah 
kriteria pemberdayaan masyrakat dan kriteria pemberdayaan usaha kecil. 
Langkah ketiga menentukan alternatif, dari kriteria pemberdayaan masyarakat 
mempunyai tiga alternatif (KUBE, PANSIMAS, dan BUNDES) dan untuk kriteria 
pemberdayaan usaha kecil alternatifnya yaitu (KUBE, P2KP, dan PNPM). 
1. Skema Hirarki yang ingin di capai  
Gambar 4.1 
Skema Hierarki AHP 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan skema 4.1 dapat di lihat bahwa tujuan yang di ambil adalah 
upaya pengentasan kemiskinan di desa Manyampa, dan kriteria yang di ambil ada dua 
yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil, di antara kriteria 
diatas memiliki masing-masing alternataif, kriteria pemberdayaan masyarakat 
Upaya pengentasan  Kemiskinan Di Desa 
Manyampa 
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Usaha Kecil 
 
Kube, Pansimas, Dan Bundes Pnpm, P2kp, Dan Kube 
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alternatifnya ada tiga yaitu (KUBE, PANSIMAS, Dan BUNDES) dan kriteria 
pemberdayaan usaha kecil memiliki tiga alternatif yaitu (P2KP, PNPM, Dan KUBE). 
Langkah keempat menyebarkan kuesioner terhadap masyarakat yang berada di desa 
Manyampa. 
Langkah kelima menyusun hasil dari rata-rata responden kemudian hasil diolah 
kedalam expert choice.  
Hasil responden yang di dapatkan untuk Kriteria 
Kriteria Jumlah 
Pemberdayaan Masyarakat 29 Orang 
Pemberdayaan Usaha Kecil 69 Orang 
Hasil responden untuk alternatif/program dari pemberdayaan masyarakat 
Program KUBE 52 Orang 
Program PANSIMAS 126 Orang 
Program BUNDES 11 Orang 
Hasil responden untuk alternatif/program dari pemberdayaan usaha kecil 
Program PNPM 63 Orang 
Program P2KP 161 Orang 
Program KUBE - 
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Langkah keenam berikut dari hasil analisis hasil olahan expert choice yang di 
dapatkan dari responden sebagai berikut: 
2. Hasil Expert Choice (Perbandingan Antara Kriteria) 
Grafik 4.2 
Hasil Perbandingan Kriteria Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemberdayaan Usaha kecil 
 
 
 
sumber: expert choice (Data Primer diolah 2018) 
Pada Gambar 4.2 dapat di lihat bahwa perbandingan antara kriteria 
pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil, jika di lihat dasi hasil 
olahan Expert Choice lebih besar dominan ke pemberdayaan usaha kecil sebanyak 
83,3 orang, dan pemberdayaan masyrakat 16,7 orang, jelas bahwa pemberdayaan 
usaha kecil yang lebih tinggi hasilnya, karena masyarakat yang berada di desa 
Manyampa dominan memiliki usaha kecil, tidak hanya itu pemberdayaan usaha kecil 
lebih di minati oleh warga karna program ini bisa di berikan kepada siapa saja untuk 
segala usaha sehingga masyarakat lebih memilih pogram dari pemberdayaan usaha 
kecil. 
Langkah Ketujuh penentuan skala prioritas dengan cara uji Konsistensi sebagai 
berikut: 
3. Hasil olahan Expert Choice (Perbandingan antara alternatif pemberdayaan 
masyarakat)  
 
Priorities with respect to:  
Goal: PENGENTASAN KEMISKINAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .167 
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL .833 
 Inconsistency = 0. 
      with 0  missing judgments. 
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Grafik 4.3 
Perbandingan Antara Alternatif-alternatif Dari Kriteria 
Pemberdayaan Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
sumber: expert choice (Data Primer diolah 2018) 
Pada  grafik 4.3 bahwa dari tiga alternatif dari kriteria pemberdayaan 
masyarakat yang lebih tinggi prioritasnya yaitu alternatif PANSIMAS sebanyak 53,7 
orang, di karenakan program PANSIMAS ini khusus menyediakan air bersih, dan 
nampaknya kebanyakan warga yang kekurang air bersih sehingga masyarakat 
berinisiatif lebih membutuhkan program PANSIMAS. Di susul oleh program KUBE 
sebanyak 36,4 karena program ini hanya yang memiliki jenis usaha yang di tentukan  
dan memiliki hewan ternak namun program ini terbatas pembegiannya terhadap 
masyrakat. Program BUNDES yang memiliki nilai sangat rendah sebesar 09,9 karena 
program ini hanya di berikan kepada petani namun terbatas. 
Skala Banding Berpasangan Alternatif Dari Kriteria Pemberdayaan 
Masyarakat. Skala banding berpasangan di gunakan untuk mendapatkan hasil 
 
Priorities with respect to:  
Goal: UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN 
      >PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
KUBE .364 
PANSIMAS .537 
BUNDES .099 
 Inconsistency = 0.09 
     with 0  missing judgments. 
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inkonsistensi untuk mendapatkan nilai CR. Skala banding berpasangan ini 
membandingkan ketiga alternatif dari kriteria pemberdayaan masyarakat, nilai dari 
skala banding berpasangan di dapatkan dari hasil responden, kemudian hasil dari 
responden di bandingkan dengan alternatif , kemudian mendapatkan hasil skala 
berbanding berpasangan. 
PEMBERDAYAAN 
MASTARAKAT 
KUBE PANSIMAS BUNDES 
KUBE 1 0,5 0,2 
PANSIMAS 2 1 0,25 
BUNDES 5 4 1 
JUMLAH 8 0,5 1,45 
a. Normalisasi Matriks 
Nilai dari jumlah skala berbanding berpasangan di bagi dengan nilai kriteria 
dan jumlah skala banding berpasangan, kemudian di jumlahkan sehingga 
mendapatkan nilai rata-rata dari masing-masing alternatif.   
 
Hasil Rata-Rata 
 
 
b. Perkalian Matriks 
Perkalian matriks di dapatkan dari hasil perkalian jumlah nilai responden di 
kalikan dengan hasil rata-rata yang di dapatkan dari hasil normalisasi matriks, 
kemudian di jumlahkan sehingga mendapatkan nilai untuk alternatif KUBE (0,356), 
PANSIMAS (0,61), dan BUNDES (2,08).  
0,125 0,1 0,14 
0,25 0,18 0,17 
0,625 0,72 0,69 
1,00 1,00 1,00  
0,12 
0,20 
0,68 
1,00 
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= 
 
 
c. Nilai Maksimum 
Nilai Maksimum di dapatkan dari hasil perkalian matriks, hasil dari perkalian 
matriks di bagi dengan hasil rata-rata, hasil dari pembagian di jumlahkan kemudian di 
bagi dengan jumlah alternatif  sehingga nilai maksimum 3,026.  
= (0,356:0.12) + (0,61:0,20) + (2,0,8:0.68) 
= 
2,97+3,05+3,58
3
 
= 3,026 
d. Consistency Index 
Nilai consistency index di dapatkan dari hasil nilai maksimum, dari hasil 
maksimum  yang di dapatkan di kurang dengan jumlah kriteria kemudian di bagi 
dengan hasil dari jumlah kriteria yang di bagikan dengan satu, hasil dari pembagian 
di dapatkan nilai consistency index sebesar 0,013. 
= (Nilai Max-n)/(n-1) 
= (3,026-3)/(3-1) 
= 0,026/2 
= 0,013 
e. Random Index 
Nilai rendom index di dapatkan dari nilai pembangkit rendom yang di 
tentukan sesuai dengan jumlah kriteria, tabel nilai pembangkit rendom dapat di lihat 
nilai RI nya sebesar 0,058 sesuai dengan jumlah kriteria.  
 
(1x0,12) + (0,5x0,20) + (0,2x0,68) 
(2x0,12) + (1x0,20) + (0,25x0,68) 
(5x0,12) + (4x0,20) + (1x0,68) 
0,12 + 0,1 + 0,136 
0,24 + 0,20 + 0,17 
06 + 0,8 + 0,68 
0,356 
0,61 
2,08 
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Nilai Pembangkit Rendom 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1.49 
(Sumber: saaty, Thomas L) 
= (0,013/0,58) 
= 0,02 
f. Consistency Ratio 
= 0,02<0,1 
Consistency Ratio di dapatkan dari hasil pembagian CI dibagi dengan RI 
sehingga mendapatkan hasil 0,02<0,1. Untuk mengetahui dari hasil skala banding 
berpasangan apakah konsisten dapat di uji dengan uji konsistensi untuk mendapatkan 
nilai CR, dari kriteria pemberdayaan masyrakat  nilai CR nya yaitu 0,02, dan hasil 
yang di dapatakan sesuai dari uji konsisitensi, hasil yang di temukan dikatakan 
konsisten karna nilai CR 0,02<0,1. 
4. Hasil olahan Expert Choice (Perbandingan antara alternatif pemberdayaan 
usaha kecil)  
 Grafik 4.4  
Perbandingan Antara Alternatif-alternatif Dari Kriteria 
Pemberdayaan usaha kecil 
 
 
sumber: expert choice (Data Primer diolah 2018) 
 
  
Goal: PENGENTASAN KEMISKINAN 
      >PEMBERDAYAAN USAHA KECIL 
PNPM 
.309 
P2KP .582 
KUBE .109 
 Inconsistency = 0.00352       with 0  missing judgments. 
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Dari grafik 4.4 tingkat prioritas untuk kriteria yang berbasis pemberdayaan 
usaha kecil di desa Manyampa, program atau alternatif P2KP yang tinggi nilai 
prioritasnya yaitu 58,2, karena program P2KP di desa Manyampa banyak di minati 
oleh masyrakat terutama yang mempunyai usaha, dan  program ini tidak terbatas bagi 
masyarakat desa Manyampa sehingga masyarakat lebih dominan memilih program 
P2KP. Di susul oleh program PNPM dengan nilai 30,9 program PNPM sama seperti 
program P2KP namun tidak untuk semuah masyrakat yang memiliki usaha, 
dikarenakan program ini terbatas. Tingkat prioritas dari ketiga alternatif berbasis 
pemberdayaan usaha kecil sangat rendah adalah program KUBE dengan niali 10,9 
karena program ini disalurkan hanya untuk program usaha tertentu, sehingga 
masyarakat lain tidak berpeluang untuk mendapatkan program ini. 
Skala Banding Berpasangan Untuk Alternatif Dari Kriteria Pemberdayaan 
Masyarakat. Skala banding berpasangan di gunakan untuk mendapatkan hasil 
inkonsistensi  Untuk mendapatkan nilai CR dari program pengentasan kemiskinan 
berbasis pemberdayaan usaha kecil untuk alternatif  PNPM, P2KP, Dan KUBE. Skala 
banding berpasangan ini membandingkan ketiga alternatif, nilai dari skala banding 
berpasangan di dapatkan dari hasil responden, kemudian hasil dari responden di 
bandingkan dengan alternatif  yang lainnya, sehingga mendapatkan hasil dari skala 
berbanding berpasangan. 
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PEMBERDAYAAN 
USAHA KECIL 
PNPM P2KP KUBE 
PNPM 1 2 4 
P2KP 0,5 1 3 
KUBE 0,25 0,33 1 
JUMLAH 1,75 3,33 8 
a) Normalisasi Matriks 
Nilai dari jumlah skala berbanding berpasangan di bagi dengan nilai kriteria 
dan jumlah skala banding berpasangan, kemudian di jumlahkan sehingga 
mendapatkan nilai rata-rata dari masing-masing alternatif.   
 
Hasil Rata-Rata 
 
b) Perkalian Matriks 
Perkalian matriks di dapatkan dari hasil perkalian jumlah nilai responden di 
kalikan dengan hasil rata-rata yang di dapatkan dari hasil normalisasi matriks, 
kemudian di jumlahkan sehingga mendapatkan nilai untuk alternatif PNPM (1,68), 
P2KP (0,96), dan KUBE (0,37). 
= 
 
 
 
 
0,57 0,60 0,5 
0,29 0,30 0,375 
0,14 0,10 0,125 
1,00 1,00 1,00 
0,56 
0,32 
0,12 
1,00 
(1x0,56) + (2x0,32) + (4x0,12) 
(0,5x0,56) + (1x0,32) + (3x0,12) 
(0,25x0,56) + (0,33x0,32) + (1x0,12) 
0,56 + 0,64 + 0,48 
0,28 + 0,32 + 0,36 
0,14+ 0,11 + 0,12 
1,68 
0,96 
0,37 
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c) Nilai Maksimum 
Nilai Maksimum di dapatkan dari hasil perkalian matriks, hasil dari perkalian 
matriks di bagi dengan hasil rata-rata, hasil dari pembagian di jumlahkan kemudian di 
bagi dengan jumlah alternatif  sehingga nilai maksimum mendapatkan nilai 3,03. 
= (1,68:0,56) + (0,96:0,32) + (0,37:0.12) 
= 
3+3+3,1
3
 
= 3,03 
d) Consistency Index 
Nilai consistency index di dapatkan dari hasil nilai maksimum, dari hasil 
maksimum  yang di dapatkan di kurang dengan jumlah kriteria kemudian di bagi 
dengan hasil dari jumlah kriteria yang di bagikan dengan satu, hasil dari pembagian 
di dapatkan nilai consistency index sebesar 0,015. 
= (Nilai Max-n)/(n-1) 
= (3,03-3)/(3-1) 
= 0,03/2 
= 0,015 
e. Random Index 
Nilai rendom index di dapatkan dari nilai pembangkit rendom yang di 
tentukan sesuai dengan jumlah kriteria, tabel nilai pembangkit rendom dapat di lihat 
nilai RI nya sebesar 0,058 sesuai dengan jumlah kriteria. 
Nilai Pembangkit Rendom 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1.49 
(Sumber: saaty, Thomas L) 
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= (0,015/0,58) 
= 0,02 
f. Consistency Ratio 
Consistency Ratio di dapatkan dari hasil pembagian CI dibagi dengan RI 
sehingga mendapatkan hasil 0,02<0,1. Untuk mengetahui dari hasil skala banding 
berpasangan apakah konsisten dapat di uji dengan uji konsistensi untuk mendapatkan 
nilai CR, dari kriteria pemberdayaan usah kecil dengan nilai CR 0,02, dan hasil yang 
di dapatakan sesuai dari uji konsisitensi, hasil yang di temukan dikatakan konsisten 
karna nilai CR 0,02<0,1. 
= 0,02<0,1 
Uji konsistensi dari program pengentasan kemiskinan yang berbasis 
pemberdayaan usaha kecil di desa Manyampa mendapatkan nilai Consistency Ratio 
yaitu 0,02 artinya nilai CR nya konsisten. Nilai CR untuk uji konsistens dalam model 
AHP di katakan konsisten apa bila uji konsistesinya <0,1, sehingga dapat dikatakan 
untuk nilai CR nya untuk kriteri pemberdayaan usaha kecil konsisten, karna nilai CR 
nya sebesar 0,02 artinya bahwa uji konsistensinya berhasil karna <0,1. 
Metode AHP dengen uji konsistensi dapat dilihat dari dua kriteria 
pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil di desa Manyampa di 
katakan konsisten karna kedua kriteria sama-sam mendapatkan hasil <0,1. 
 
 
  
68 
 
F. Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan dalam Analisis Hirarki Proses 
(AHP) dalam kebijakan penanggulangan kemiskian hasil penguji dapat di jelaskan 
sebagai berikut. 
1. Pengentasan Kemiskinan Dari Kriteria Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Kriteria Pemberdayaan Usaha Kecil 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari olahan Exper Choice dari dua 
kriteria tersebut bahwa yang paling tinggi tingkat skala prioritasnya adalah kriteria 
yang berbasis pemberdayaan usaha kecil sebesar 83,3. Sedangkan untuk kriteria 
pemberdayaan masyrakat mendapatkan nilai 16,7, sehingga dapat di simpulkan 
bahwa dari pengentasan Masyarakat kemiskinan yang paling tinggi tingkat skala 
prioritasnya adalah pemberdayaan usaha keci, sehingga angka kemiskinanpun 
menurun dengan adanya program-program pengentasan kemiskinan yang masuk di 
desa manyampa. 
Hasil peneliti sejalan dengan peneliti Dumasari Lubis (2010) Hasil penelitian  
menyimpulkan bahwa dengan adanya upaya pemerinta pengentasan kemiskinan 
berjalan baik dan angka kemiskinan menurun sebagai mana yang di inginkan oleh 
pemerintah. Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa semakin banyak program-
program pengentasan kemiskinan yang masuk baik di desa maupun di kota  berarti 
angka kemiskinan akan menurun sebegai mana yang di inginkan oleh pemerintah 
untuk menurunkan angka kemiskinan.   
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2. Alternatir KUBE, PANSIMA, Dan BUNDES Dari Kriteria Pemberdayaan  
Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa dari hasil olahan Exper Choice 
pemilihan alternatif yang paling tinggi tingkat skala prioritasnya adalah program atau 
alternatif PANSIMAS (Program Nasional Pelayanan Air Minum dan Sanitasi) 
mendapatkan nilai yang paling tinggi dari dua alternatif tersebut, nilai program 
PANSIMAS sebanyak 53,7. Dari uji konsistensi dari tiga alternatif tersebut 
mendapatkan hasil konsisten sebesar 0,02 hasilnya tersebut dapat di katakan 
konsisten di karenakan hasil dari peneliti <0,1 sehingga di katakan konsisten. 
Program PANSIMAS jika di lihat dari segi indikator program sangant tepat 
karna program ini berada di tingkat desa, program ini melakukan seleksi dalam 
mendapatkan program tersebut, di dampingi oleh masyrakat yang bertanggun jawab 
atas pelaksanaan program ini, dan dampak program untuk mengetahui efektifnya 
program ini selama berjalan.   
Menurut peneliti Andika Aziz Janata (2006) Hasil menunjukkan bahwa  
program dalam upayan mengurangi tingkat  kemiskinan yang paling tinggi 
prioritasnya adalah program JAMKESMAS  dari kelompok program yang beris 
bantuan dan perlindungan sosial. Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa dari 
beberapa program upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang berbasis bantuan dan 
perlindungan sosial program atau alternatif JAMKESMAS yang paling tinggi tingkat 
prioritasnya. 
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3. Alternatir PNPM, P2KP, Dan KUBE Dari Kriteria Pemberdayaan Usah 
Kecil 
Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa dari hasil olahan Exper Choice 
pemilihan alternatif yang paling tinggi tingkat skala prioritasnya adalah program atau 
alternatif P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/pedesaan) 
dengan nilai 58,2 dari  tiga alternatif program yang berbasis pemberdayaan usaha 
kecil. Hasil dari uji konsistensi dari tiga program atau alternatif menunjukkan bahwa 
hasil tersebut konsisten karna mendapatkan hasil 0,02 hasil tersebut menunjukkan 
konsisten karna <0,1.  
Program p2kp ini dilihat dari sisi indikator program dapat berpengeruh 
terhadap pengentasan kemiskinan, program berjalan efektif sesuwai dengan indikator 
yang ada karena program ini memiliki indikator yang mempunyai sumberdaya, sikap 
pelaksanana selama di jalnakan apakah berpengaruh terhadap apa yang di inginkan 
pemerintah, komunikasi antara masyrakat yang berperan aktif dalam program atau 
pemegang dalam program ini.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis yang di lakukan dalam penelitian ini, maka dapat di ambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Berdasarkan analisis di atas yang menjadi kriteria dalam upaya mengurangi 
kemiskinan yang efektif yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan 
yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. 
b.  Prioritas utama dalam upaya mengurangi kemiskinan di lihat dari kelompok 
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah 
program Pelayanan Air Minum Dan Sanitas Bagi Masyarakat Miskin 
(PANSIMAS), dibandingkan dengan program pemberdayaan masyrakat lainnya 
seperti (KUBE dan BUNDES). 
c.  Prioritas utama dalam upaya mengurangi kemiskinan di tinjau dari kelompok 
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil adalah 
program bantuan P2KP (Program pengentasan kemiskinan pedesaan/perkotaan), 
dibandingkan dengan program pemberdayaan usaha kecil lainnya, seperti (KUBE 
dan PNPM). 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat di rekomendasikan untuk program pengentasan 
kemiskinan antara lain: 
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1. Terdapat program berbasis pemberdayaan masyarakat yang tidak efektif yaitu 
program (BUNDES dan KUBE), sekiranya program tersebut di evaluasi dan 
pelaksanaannya harus lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif untuk 
pengentasan kemiskinan. 
2. Program berbasis pemberdayaan usaha kecil yang tidak efektif, seperti 
program (KUBE dan PNPM), program ini sebaiknya di tinjau ulang dalam 
pelaksanaannya sebagai program pengentasan kemiskinan di desa Manyampa. 
3. Nampaknya program berbasis  pemberdayaan masyarakat yang tergolong 
efektif adalah program (PANSIMAS), program ini sebaiknya lebih di 
tingkatkan dan diperluas cakupannya terutama bagi penduduk yang belum 
mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat. 
4. Sementara yang berbasis pemberdayaan usaha kecil yang paling efektif adalah 
program (P2KP), program ini sebaiknya dapat meng cover lebih luas dalam 
mengurangi penduduk miskin di desa Manyampa. 
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KUSIONER PENELITIAN 
ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN 
PETANI DI DESA MANYAMPA KECAMATAN UJUNG LOE  
KABUPATEN BULUKUMBA 
Kusioner ini dimaksudkan untuk penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir. 
Tujuan adalah untuk membuat karya ilmiah dan tidak dipublikasikan. Kepada 
responden, penulis mengucapkan atas partisipasinya  
Survai Penentuan Urutan Prioritas Kriteria Pemilihan Program Pengentasan 
Kemiskinan Di Desa Manyampa 
Oleh : RINI INDASARI 
MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama : 
Dusun : 
Umur : 
Jenis Kelamin : 
 
Petunjuk Pengisian : 
Berilah tanda (√) check list pada kolom skala kriteria (A) atau pada kolom skala 
kriteria (B) yang sesua dengan pendapat anda  
Definisi Kode :  
1 :kedua kriteria sama pentingnya 
3 :kriteria (A) sedikit lebih penting di banding dengan (B) 
5 :kriteria (A) lebih penting di bandingkan dengan (B)  
7 : kriteria (A) sangat lebih penting di banding dengan (B) 
9 :kriteria (A) mutlak lebih penting di bandingkan dengan (B) 
Dan jika ragu-ragu antara 2 skal maka ambil nilai tengahnya yaitu 2,4,6 dan 8  
PERTANYAAN TERHADAP RESPONDEN 
1. Program Apakah yang lebih berpengaruh menurunkan angka kemiskinan dari 
program yang berbasis pemberdayaan usaha kecil dan pemberdayaan 
masyarakat di desa Manyampa? 
2. Program-program apakah yang lebih efektif dalam menurunkan angka 
kemiskinan dari program yang berbasis pemberdayaan masyarakat jika 
dibandingan antar program-program pemberdayaan masyrakat seperti:  
a. Program KUBE dan Program PANSIMAS? 
b. Program KUBE dan Program BUNDES? 
c. Program BUNDES dan Program PANSIMAS?  
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A. Penentuan Kriteria 
No 
Kriteria (A) 
Skala   Skala Kriteria (B) 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
Berbasis 
Pemberdayaan 
Masyarakar 
      
15 
 
14 11 23 35 
     
Berbasis 
Pemberdayaan 
Usaha kecil 
 
B. Penentuan Kriteria Untuk Alternatif (A) 
No 
Alternatif 
Skala 
 
Skala Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
Program 
KUBE 
        
25 73 
       
Program 
PANSIMAS 
 
No 
Alternatif 
Skala   Skala Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
Program 
KUBE 
    
52 
   
35 
 
11 
      
Program 
BUNDES 
  
No 
Alternatif 
Skala   Skala Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
Program 
BUNDES 
        
47 
  
51 
     
Program 
PANSIMAS 
 
C. Penentuan Alternatif Untuk Kriteria (B) 
No 
Alternatif 
Skala   Skala Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
Program 
PNPM                  35 49    14            
Program 
P2KP 
 
 
3.  Program apakah yang lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dari 
program yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, jika di bandingkan antara 
program-program yang termasuk pemberdayaan usah kecil seperti:   
a. Program PNPM dan Program P2KP? 
b. Program KUBE dan program PNPM? 
c. Program P2KP dan program KUBE? 
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No Alternatif Skala   Skala 
Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
Program 
KUBE                  35     38   25         
Program 
PNPM 
 
No 
Alternatif 
Skala   Skala 
Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  
Program 
P2KP              60  38                   
Program 
KUBE 
 
DATA RESPONDEN PENERIMA PROGRAM BANTUAN 
PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA MANYAMPA KECAMATAN 
UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA 
N
o  
Nama Alamat/Dusun 
1 KAMRIA DUSUN TANAH EJA 
2 DEDI DUSUN TANAH EJA 
3 ENI DUSUN TANAH EJA 
4 EKONG DUSUN TANAH EJA 
5 PODDING DUSUN TANAH EJA 
6 MARI DUSUN TANAH EJA 
7 RABA DUSUN TANAH EJA 
8 SONNONG DUSUN TANAH EJA 
9 SAPARODDING DUSUN TANAH EJA 
10 UNI DUSUN TANAH EJA 
11 NENGSI DUSUN TANAH EJA 
12 ODANG DUSUN TANAH EJA 
13 RIA DUSUN TANAH EJA 
14 MAHAMUD DUSUN TANAH EJA 
15 JUMAKING DUSUN TANAH EJA 
16 HJ. SUHARTI DUSUN TANAH EJA 
17 HERMANG DUSUN TANAH EJA 
18 BACCE DUSUN TANAH EJA 
19 IRPAN DUSUN TANAH EJA 
20 ROSMA DUSUN TANAH EJA 
21 SANI DUSUN TANAH EJA 
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22 TAHAN DUSUN TANAH EJA 
23 ITA DUSUN TANAH EJA 
24 AMIRRUDDIN DUSUN TANAH EJA 
25 HJ.RIA DUSUN TANAH EJA 
26 SAHORANG DUSUN TANAH EJA 
27 KAMISUDDIN DUSUN TANAH EJA 
28 MUDAYA DUSUN TANAH EJA 
29 RAMO DUSUN TANAH EJA 
30 RUHA DUSUN TANAH EJA 
31 HAMSINA   DUSUN TANAH EJA 
32 MARO DUSUN TANAH EJA 
33 KASMA DUSUN MAMPUA 
34 EMMA DUSUN MAMPUA 
35 AMIRRUDDIN DUSUN MAMPUA 
36 ALANG DUSUN MAMPUA 
37 SIRA DUSUN MAMPUA 
38 JUMANG DUSUN MAMPUA 
39 DALI DUSUN MAMPUA 
40 HJ. SIA DUSUN MAMPUA 
41 SIBO DUSUN MAMPUA 
42 SAMENGSANG DUSUN MAMPUA 
43 BONDENG DUSUN MAMPUA 
44 HASNA DUSUN MAMPUA 
45 SANU DUSUN MAMPUA 
46 JUPRI DUSUN MAMPUA 
47 EMA DUSUN MAMPUA 
48 WATI DUSUN MAMPUA 
49 ASRI DUSUN MAMPUA 
50 ERNA DUSUN MAMPUA 
51 APO DUSUN MAMPUA 
52 ATI DUSUN MAMPUA 
53 IRA DUSUN MAMPUA 
54 ANGKA DUSUN MAMPUA 
55 NARI DUSUN MAMPUA 
56 JUSMAN DUSUN MAMPUA 
57 HASMA DUSUN MAMPUA 
58 RAHO DUSUN MAMPUA 
59 HJ. SUHENA DUSUN MAMPUA 
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60 IDA DUSUN DONGI 
61 OMBONG  DUSUN DONGI 
62 BOMBONG DUSUN DONGI 
63 MAPPI DUSUN DONGI 
64 SAMPE DUSUN DONGI 
65 CIA DUSUN DONGI 
66 ATI DUSUN DONGI 
67 AMI  DUSUN DONGI 
68 ACO DUSUN DONGI 
69 HAWA DUSUN DONGI 
70 OCCI DUSUN DONGI 
71 HESTI DUSUN DONGI 
72 RABI DUSUN DONGI 
73 HAMSIA DUSUN DONGI 
74 RAUF DUSUN DONGI 
75 RASAK DUSUN DONGI 
76 BACO DUSUN DONGI 
77 HAMSINA   DUSUN DONGI 
78 SALANG DUSUN DONGI 
79 HASING DUSUN DONGI 
80 TUTI DUSUN DONGI 
81 BASRI DUSUN LUPPUNG 
82 KASMI DUSUN LUPPUNG 
83 JAMALLUDDIN DUSUN LUPPUNG 
84 RITA   DUSUN LUPPUNG 
85 RAHO DUSUN LUPPUNG 
86 ASO DUSUN LUPPUNG 
87 BASRANG DUSUN LUPPUNG 
88 ASRANG DUSUN LUPPUNG 
89 ULI DUSUN LUPPUNG 
90 RUSLI DUSUN LUPPUNG 
91 JUSO DUSUN LUPPUNG 
92 SAPRI DUSUN LUPPUNG 
93 TASLIM DUSUN LUPPUNG 
94 ANNA DUSUN LUPPUNG 
95 JUBEDA DUSUN LUPPUNG 
96 YUNUS DUSUN LUPPUNG 
97 SAING DUSUN LUPPUNG 
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98 SIDA DUSUN LUPPUNG 
 
1. UMUR 
No Umur Jumlah 
1 20-30 19 
2 31-40 23 
3 41-50 27 
4 51-60 17 
5 61-70 12 
Jumlah 98 
2. JENIS KELAMIN 
No  Laki-laki Perempuan Jumlah 
    
1 44  Orang 54 Orang 98 Orang 
 
3. Alamat Responden 
No Alamat/Dusun Jumlah 
1 Dusun Tanah Eja 32 
2 Dusun Mampua 27 
3 Dusun Dongi 21 
4 Dusun Luppung 18 
Jumlah 98 
 
4. Hasil keseluruhan yang di dapatkan dari responden (hasil dari kriteria) 
Kriteria Jumlah 
Pemberdayaan Masyarakat 29 Orang 
Pemberdayaan Usaha Kecil 69 Orang 
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5. Hasil keseluruhan yang di dapatkan dari responden untuk alternatif 
program dari kriteria pemberdayaan masyrakat 
a. Perbandingan program antara program KUBE dan program PANSIMAS 
No 
Alternatif 
Skala 
 
Skala Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
Program 
KUBE 
         
73 
       
Program 
PANSIMAS 
 
b. Perbandingan program antara program KUBE dan program BUNDES? 
No 
Alternatif 
Skala   Skala Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
Program 
KUBE 
    
52 
     
11 
      
Program 
BUNDES 
 
c. Perbandingan program antara program BUNDES dan program PANSIMAS? 
No 
Alternatif 
Skala   Skala Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
Program 
BUNDES 
           
51 
     
Program 
PANSIMAS 
 
6. Hasil keseluruhan yang di dapatkan dari responden untuk alternatif 
program dari kriteria pemberdayaan usaha kecil 
a. Perbandingan program antara program PNPM dan program P2KP? 
No 
Alternatif 
Skala   Skala Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
Program 
PNPM                   49                
Program 
P2KP 
b. Perbandingan program antara program KUBE dan program PNPM? 
No 
Alternatif 
Skala   Skala Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
Program 
KUBE                       38            
Program 
PNPM 
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c. Perbandingan program antara program P2KP dan program KUBE? 
No 
Alternatif 
Skala   Skala 
Alternatif 
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  
Program 
P2KP              60                     
Program 
KUBE 
 
7. KRITERIA PENGENTASAN KEMISKINAN 
 
 
 
 
 
 
 
8. ALTERNATIF PEMBERDAYAAN MASYRAKAT 
 
 
 
 
 
9. ALTERNATIF PEMBERDAYAAN MASYRAKAT 
 
 
Goal: PENGENTASAN KEMISKINAN 
      >PEMBERDAYAAN USAHA KECIL 
 
PNPM .309 
P2KP .582 
KUB
E 
.109 
 Inconsistency = 0.00352 
      with 0  missing judgments. 
 
 
Goal: UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN 
      >PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
KUBE .364 
PANSIMAS .537 
BUNDES .099 
 Inconsistency = 0.09 
      with 0  missing judgments. 
 
Priorities with respect to:  
Goal: PENGENTASAN KEMISKINAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .167 
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL .833 
 Inconsistency = 0. 
      with 0  missing judgments. 
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